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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem
perdagangan konvensional menjadi modern berbasis daring. Salah
satu model bisnis yang berkembang adalah white label, di mana
produk dijual tanpa mencantumkan informasi identitas seperti
merek, kandungan, dan izin edar, kemudian dipasarkan kembali
oleh pihak lain dengan merek sendiri. Praktik ini banyak ditemui
di platform seperti Shopee, salah satunya pada produk kosmetik
hair powder. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha,
penulis menganalisis praktik jual beli produk hair powder
whitelabel dalam perspektif BPOM dan Perlindugnan Konsumen
dan tinjauan hukum islam. Berdasarkan ketentuan hukum positif
seperti Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 serta Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk membantu akademisi dan praktisi memahami pentingnya
legalitas dalam penjualan produk kosmetik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh
dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha, observasi.
Data sekunder diperoleh dari regulasi hukum positif seperti
Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sumber hukum
Islam seperti Al-Qur’an dan hadis. Analisis dilakukan untuk
menggambarkan kesesuaian praktik white label ini dengan
ketentuan hukum dan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli
produk hair powder white label yang dilakukan diduga belum
memeroleh verifikasi produk. Produk yang dibeli dari Shopee;



kemudian di jual ulang dan diberi label merek sendiri. secara
hukum, praktik ini tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha
untuk memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan akurat
sebagaimana tercantum dalam UUPK Pasal 4 dan 7. Selanjutnya,
menurut hukum Islam, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip keterbukaan dan ridha antara kedua belah pihak karena ada
informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: Jual Beli Produk, Perlindugan Konsumen, Hair
powder, Whitel abel, BPOM.



ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the
conventional trading system into a modern online-based one. One
of the developing business models is white label, where products
are sold without listing identity information such as brand, content,
and distribution permit, then re-marketed by other parties with their
own brands. This practice is often found on platforms such as
Shopee, one of which is in hair powder cosmetic products. Based
on the results of interviews with business actors, the author
analyzes the practice of buying and selling white label hair powder
products from the perspective of BPOM and Consumer Protection
and Islamic law review. Based on positive legal provisions such as
BPOM Regulation Number 18 of 2024 and the Consumer
Protection Law. The purpose of this study is to help academics and
practitioners understand the importance of legality in the sale of
cosmetic products.

This research is a field research with a descriptive
gualitative approach. Data obtained through interviews with
business actors, observations. Secondary data is obtained from
positive legal regulations such as BPOM Regulation No. 18 of
2024 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as
well as sources of Islamic law such as the Qur'an and hadith. The
analysis was conducted to describe the compliance of this white
label practice with the provisions of the law and sharia principles.

The results of this study indicate that the practice of buying
and selling white label hair powder products is suspected of not
having obtained product verification. Products purchased from
Shopee; then resold and labeled with their own brand. legally, this

Xi



practice is not in accordance with the obligations of business actors
to provide clear, concise, and accurate information as stated in
UUPK Articles 4 and 7. Furthermore, according to Islamic law, this
practice is not in accordance with the principles of openness and
consent between the two parties because there is information that
can harm one of the parties.

Keywords : Buying and Selling Products, Consumer Protection,
Hair powder, Whitelabel, BPOM.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola
aktivitas jual beli masyarakat dari sistem konvensional ke
perdagangan modern berbasis daring. Platform seperti Shopee
dan media sosial kini menjadi tempat transaksi utama yang
menawarkan kemudahan dalam mengakses berbagai produk.
Salah satu fenomena yang berkembang dalam praktik jual beli
online adalah munculnya produk white label, yaitu produk
yang dijual kembali oleh pihak ketiga dengan merek sendiri,
tanpa informasi yang belum jelas mengenai asal-usul dan
kandungannya. Dalam wawancara penulis dengan pelaku
usaha, diketahui bahwa alasan utama mereka melakukan hal
ini adalah karena harga produk yang lebih murah dan mudah
diperoleh tanpa perlu prosedur administrasi. Di sisi lain,
konsumen yang membeli produk tersebut juga tidak
mengetahui kandungan di dalamnya dan berisiko mengalami
dampak negatif. Melalui penelitian ini, penulis ingin
menegaskan bahwa praktik jual beli seperti ini mengandung
unsur gharar dan tadlis yang bertentangan dengan nilai-nilai
syariah, serta melanggar aturan hukum tentang informasi
produk. Maka, diperlukan kesadaran hukum dari pelaku usaha
serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait, agar
transaksi jual beli dalam era digital tidak hanya sah secara
administratif, tetapi juga memenuhi aspek keadilan dan
perlindungan bagi konsumen sesuai prinsip hukum Islam.

Pemasaran merupakan salah satu unsur vital dalam
kegiatan perdagangan. Keduanya saling berkaitan erat dan



tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dua sisi dari mata uang
yang saling melengkapi. Dalam praktiknya, perdagangan
yang dilakukan tanpa dukungan strategi pemasaran yang
efektif dan terencana akan menghasilkan output yang kurang
maksimal, baik dari segi penjualan, jangkauan konsumen,
maupun daya saing produk di pasar. Pemasaran tidak hanya
berperan dalam memperkenalkan produk, tetapi juga
membangun citra, menciptakan permintaan, serta menjaga
loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan
perdagangan sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaku
usaha memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran
yang tepat.!

Jual beli produk dengan model whitelabel menjadi
salah satu strategi bisnis yang banyak dilakukan oleh para
pelaku bisnis. Model bisnis ini digunakan oleh produsen yang
menjual produknya di platform e-commerce yang belum
mencantumkan identitas. Hal ini memungkinkan para
pembeli, baik konsumen maupun reseller, untuk meninjau
produk atau label tersebut sebelum menjualnya kembali.?
Model whitelabel memberikan beberapa keuntungan, seperti
harga produk yang kompetitif dan kemudahan pengiriman
melalui beberapa platform, baik online maupun offline.
Pelanggan atau reseller yang membeli dari produsen biasanya
lebih mengutamakan efektivitas biaya dan taktik penjualan
daripada memastikan keamanan dan kualitas barang yang
dijual. Selain itu, konsumen yang membeli produk whitelabel

1 Junaidi Abdillah and I, Ilmu Figih Pemasaran; Sisi Lain Nabi
Muhammad Saw Sebagai Pemasar, hal 50
2 Rokhmadi, ‘Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam 1°, 2019, hal. 78



biasanya menyatakan bahwa mereka tidak menyampaikan isi
produk secara jelas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

Transmormasi perdagangan melalui media digital
terus berkembang sangat pesat di era modern saat ini. Salah
satunya pada e-commerce Shopee yang sangat populer di
indoneisa, karena pada aplikasi Shopee dapat membantu
dalam proses jual beli. Penggunaannya yang sangat mudah
dan dapat memberikan wadah bagi pelaku usaha yang baru
merintis usahanya.® Karena teknologi pelaku usaha dapat
menganalisis harga, mengamati produk yang trend, dan
peluang usaha mereka. Shopee juga menawarkan berbagai
kemudahan untuk melakukan transaksi lebih cepat dan
efisien, tanpa dibatasi oleh loksai atapun waktu. Namun,
Shopee juga memiliki kekurangan, seperti persyaratan untuk
promosi ongkos kirim, proses pencairan dana, dan beberapa
produk yang tidak memiliki deskripsi yang jelas.

Berdasarkan penelitian pra-wawancara dengan Pak
Ferry, seorang reseller produk hair powder, diketahui bahwa
ia membeli produk hair powder miliknya dari Shopee.
Namun, produk yang ia dapatkan dari Shopee belum
mencantumkan label seperti merek, kandungan, dan label
BPOM. Dapat disimpulkan bahwa produk yang ia beli
merupakan produk dengan model Whitelabel, di mana produk
tersebut belum memiliki identitas tertentu. Pak Ferry
menjelaskan bahwa ia menambahkan label merek miliknya
sendiri pada produk dan menjual kembali kepada konsumen

3 Anisa Puspita and others, ‘Peran Teknologi DigitalL dalam
Meningkatkan EfisiensiTransaksi E-commerce Shopee’, 3.1 (2025), hal 15.



di barbershop miliknya sendiri. Meskipun ia menambahkan
label merek pada produk yang dijual, Pak Ferry mengakui
bahwa ia belum mendapatkan informasi yang jelas tentang
kandungan asli dari produknya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen
yang membeli produk hair powder, dapat diketahui bahwa
pengalamannya selama menggunakan produk hair powder. la
mengungkapkan bahwa ia membeli produk hair powder, ia
tertarik membeli produk hair powder karena kebutuhan
sehari-hari untuk hirstyling rambut. Namun, saat menerima
produk ia mengungkapkan bahwa pada kemasan produk
hanya mencantumkan label merek tanpa informasi yang jelas
mengenai kandungan atau kandungan produk. Meskipun
demikian, ia tetap menggunakan produk tersebut karena
merasa bahwa produk tersebut telah digunakan oleh banyak
orang.

Berdasarkan penjelasan pra-wawancara di atas, dapat
disimpulkan bahwa model praktik jual beli produk hair
powder model Whitelabel diduga melanggar ketentuan dalam
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Nomor 18 Tahun 2024 tentang Persyaratan Teknis
Kosmetika. Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa setiap
produk kosmetik yang diedarkan wajib mencantumkan label
merek, kandungan bahan, nomor notifikasi yang diterbitkan
oleh BPOM, serta informasi lainnya yang relevan demi
menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk bagi
konsumen. Kurangnya pengetahuan para reseller terhadap
kandungan produk, ditambah dengan dilakukannya verifikasi
terhadap nomor notifikasi BPOM, mencerminkan rendahnya



kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran dan
legalitas produk kosmetik. Hal ini berpotensi merugikan
konsumen, baik dari sisi keamanan produk maupun kepastian
hukum atas barang yang dikonsumsi. Pada Undang-undang
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungn Konsumen dijelaskan
juga bahwa pelaku usaha perlu memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan atau jasa serta
memberikan penjelasan  penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan agar konsumen tidak merasakan Kkerugian
dalam transaksi.

Jual beli model Whitelabel bahwa produk yang
dijualkan di platform Shopee belum diketahui asal usul
produknya dan pada deskripsi pihak pertama belum
mencamtukan label pada produknya, maka diduga bahwa
produk yang dijual bersifat gharar. Jual beli gharar yaitu
praktik jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan
antara dua pihak yang bertransaksi.* Namun, jual beli yang
mengandung gharar berarti jual beli yang sah akan tetapi
tidak diketahui asal usul produknya, begitu juga kadarnya.
Adapun unsur tadlis merupakan sebuah transaksi yang satu
pihak tidak mengetahui, atau ada hal yang disembunyikan
dalam suatu transaksi yang tidak diketahui oleh pihak yang
lain. Dalam islam jual beli dianjurkan untuk saling terbuka
dan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak yang
bertransaksi.

Permasalahan yang telah penulis paparkan di atas,
dimana praktik jual beli produk dengan model Whitelabel ini

4 Amir Tajrid, ‘Transformasi Maqasid Al-Syariah: Analisis Pemikiran
Al-Khadim’, 2021. Hal 62



memiliki keuntungan dalam aspek bisnis bagi reseller tetapi
terdapat tantangan terkait transparansi informasi produk bagi
konsumen. model bisnis ini memberikan fleksibilitas bagi
reseller dalam memasarkan produk dengan merek mereka
sendiri tanpa harus memproduksinya dari awal. Hal ini
memungkinkan efisiensi dalam biaya produksi serta
membuka peluang bisnis yang lebih luas, terutama melalui
platform digital. kurangnya informasi yang jelas mengenai
kandungan produk menimbulkan potensi risiko bagi
konsumen, Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut, tentang penelitian ini yang berjudul “PRAKTIK
JUAL BELI PRODUK HAIR POWDER WHITELABEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Produk Hair powder
Whitelabel dalam perspektif BPOM dan Perlindugnan
Konsumen?
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk
Hair powder Whitelabel?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Menganalisis Praktik Jual Beli Produk Whitelabel
dalam perspektif BPOM dan Perlindugnan Konsumen.

2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Jual Beli Produk Hair powder Whitelabel.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara

teoritis maupun praktis, manfaat ini adalah sebagai berikut:

1.

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
memberikan kontribusi berupa pemikiran kepada
pengembangan wawasan khususnya di bidang muamalah
tentang konsep jual beli Whitelabel.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan pandangan baru terhadap pelaku ekonomi
mengenai jual beli whitelabel.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini,

diperlukan kajian teoritis yang komprehensif melalui telaah
pustaka. Telaah pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi,

menganalisis, dan merangkum berbagai teori serta hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian
yang akan penulis teliti. Adapun beberapa telaah pustaka yang
berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Dalam Skripsi milik Ahmad Zulfa Fathurrahman,

penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi
Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
No. 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Suplemen Protein
Tanpa Label Halal Pada Aplikasi Shopee” dalam
penelitian ini dapat diketahui bahwa Metode Yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif, lalu dapat
disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa
praktik jual beli suplemen protein tanpa label halal di
aplikasi Shopee mengandung unsur gharar, yang
berpotensi merugikan konsumen. Secara hukum positif,



praktik ini berpotensi melanggar hak konsumen
sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999, khususnya terkait hak atas
informasi yang jelas dan benar. Dari perspektif hukum
ekonomi syariah, meskipun akad jual beli sah, kurangnya
kejelasan terkait kehalalan produk menimbulkan
keraguan yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan,
kejujuran, dan keadilan dalam muamalah.®

. Dalam skripsi milik Ahmad Syariffudin, yang berjudul

“Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-
undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam(studi
pada Rumah Makan di Kota Palangka raya)”
menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat
deskriptik analitsik. Diketahui bahwa Hasil penelitian
menunjukan Kebiasaan menjual makanan tanpa
mencantumkan harga di rumah makan Kota Palangka
Raya masih sering terjadi dan sudah menjadi hal yang
lumrah di masyarakat. Namun, praktik ini bisa
merugikan konsumen. Biasanya, harga ditentukan
berdasarkan menu dan ukuran ikan yang dipesan, bukan
berdasarkan informasi harga yang ditampilkan secara
terbuka. Ada beberapa alasan mengapa label harga tidak
dicantumkan, seperti harga bahan makanan yang sering
berubah-ubah, kebiasaan yang sudah mengakar, serta
tidak adanya aturan hukum vyang secara khusus

5: Ahmad Zulfa Fathurrahman, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan

Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 1999 terhadap Jual Beli
Suplemen Protein Tanpa Label Halal Pada Aplikasi Shopee’, no. 8 (1999), hal
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mewajibkan pencantuman harga. Dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, meskipun tidak secara
langsung mengatur soal label harga, namun dalam Pasal
7 ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan
informasi yang jelas dan jujur, termasuk informasi
harga.®

3. Dalam skripsi milik Amna Mariyah yang berujudul
“Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut
Perspektif Bai’Mu’atah da UU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (studi kasus pada swalayan
gampong kopelma darssalam kota banda aceh)” dapat
diketahui produk yang tidak mencantumkan label harga
di Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Banda
Aceh merugikan konsumen. Banyak konsumen merasa
tidak nyaman karena harus bertanya langsung kepada
pegawai mengenai harga, yang seharusnya bisa diketahui
sendiri lewat label. Dari sisi hukum Islam, khususnya
konsep bai’ mu’arah, jual beli tanpa kejelasan harga
dapat mengandung unsur gharar dan ikrah, yang
bertentangan dengan syarat sah jual beli. Sementara itu,
dari sisi hukum positif, tindakan swalayan yang tidak
mencantumkan harga melanggar ketentuan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
35 Tahun 20137

6 Ahmad syarifuddin, ‘Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-
undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Makan Di
Kota Palangka Raya)’, 2017.

7 Amina Mariyah, ‘Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau
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4. Dalam skripsi milik Ani Nuryani yang berjudul “Jual
Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Dalam Tinjauan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus
Di Toko ratna Desa Kiringan Kecamatan Takeran
Kabupaten magetan)” penelitian ini  menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan(field research) dengan pendekatan normatif.
Diketahui Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik
jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Ratna
melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen karena tidak memberikan informasi yang
jelas dan tidak menjamin keamanan produk. Dalam
tinjauan hukum Islam, meskipun akad jual belinya sah,
penggunaan produk yang berpotensi membahayakan
masuk kategori dharar, sehingga jual belinya dianggap
tidak sah (fasid). Kedua pandangan hukum menekankan
pentingnya perlindungan konsumen dan keselamatan
pengguna.®

5. Dalam jurnal karya Muhammad Syarif Hidayatullah
yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap
Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam
Kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Padjajdaran Bandung”. Masalah yang

Perlindugnan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma
Darussalam Kota Banda Aceh)’, no. 8 (2019).

8 Anu nuryani, ‘Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Dalam Tinjauan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum
Islam (Studi Kasus Di Toko Ratna Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten
Magetan)’, 2024.



dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggapan
konsumen muslim yaitu mahasiswa Universitas
Padjajdaran Bandung mengenai labelisasi Halal, dan
bagaimana pengaruh labelisasi Halal tersebut terhadap
keputusan pembelian makanan dalam kemasan pada
mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran
Bandung. Dari penelitian yang dilakukan diketahui
bahwa Labelisasi Halal memiliki pengaruh Positif
terhadap keputusan produk makanan pada mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung.®
Berdasarkan beberapa telaah psutaka yang telah
dipaparkan, terdapat pembahasan mengenai jual beli, namun
belum ada yang meneliti secara lebih rinci mengenai terhadap
jual beli produk hair powder yang fokusnya mengenai
labelisasi terutama pada kandungan produk dan peraturan
BPOM-nya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut mengenai praktik jual beli produk hair powder
tanpa labelisasi kandungan dan peraturan BPOM-nya sebagai
bahan penelitian. Selanjutnya, harapan peneliti terhadap
seluruh  masyarakat maupun konsumen agar memiliki
kesadaran dalam kegiatan jual beli sehingga tidak ada pihak
yang dirugikan terlebih merugikan diri sendiri.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan

9 Hidayatullah, M. S. (n.d.). Pengaruh Labelisasi Halal terhadap
Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa
Fakultas Ekonomi



ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan
langsung dengan praktik jual beli produk hair powder
whitelabel yang terjadi secara nyata di masyarakat, khususnya
melalui platform digital seperti Shopee. Penulis melakukan
pengamatan terhadap praktik yang berlangsung, serta
menggali informasi dari pelaku usaha yang terlibat dalam jual
beli tersebut.

Fokus penelitian ini adalah memahami secara
mendalam bagaimana praktik jual beli whitelabel dilakukan
oleh pihak-pihak terkait, seperti yang dilakukan oleh Pak
Ferry, pemilik Barbershop Kota yang membeli produk tanpa
label dari Shopee dan menjualnya kembali dengan merek
sendiri tanpa mengetahui kandungan dan legalitas produk.
Maka, pendekatan kualitatif dipandang paling relevan untuk
penelitian ini secara menyeluruh. Metode penelitian yang
penulis gunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian
lapangan(field research), yaitu penelitian yang dilakukan
secara langsung di lokasi tempat praktik jual beli produk
berlangsung. Penulis mendatangi pelaku usaha untuk
menggali data melalui wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran faktual
mengenai praktik jual beli produk hair powder yang
belum mencantumkan informasi penting seperti
kandungan, izin edar BPOM, dan label halal.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian
empiris, yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena
sosial dan hukum secara naratif berdasarkan data empiris



yang dikumpulkan di lapangan. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana
praktik ini dipandang dalam perspektif Peraturan BPOM
No. 18 Tahun 2024 dan Hukum Islam yang menekankan
pentingnya keterbukaan informasi, kejujuran dalam
transaksi, serta larangan gharar dan tadlis.*
Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri
dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari
berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti. Khusus untuk data sekunder, penulis
mengacu pada tiga jenis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berikut penjelasannya secara deskriptif::
a. Sumber Data Primer
Adapun yang menjadi sumber data primer
dalam penelitian ini adalah salah satu reseller produk
hair powder serta melalui kegiatan mengamati
praktik jual beli produk hair powder whitelabel.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh
seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya
atau data yang diperoleh dari sumber kedua. Data
sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum, yaitu:
1) Bahan hukum primer

10 Dr.Solikin Nur, Buku Pengantar Penelitian Hukum, 2021.hal 101



2)

Sumber hukum utama digunakan yaitu
bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat
secara hukum. Dalam konteks penelitian ini,
bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a) Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024
tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan
Kosmetik, yang menjadi dasar hukum positif
dalam menilai legalitas dan persyaratan
teknis produk hair powder.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang
menjadi acuan dalam mengevaluasi hak dan
kewajiban pelaku usaha serta perlindungan
terhadap konsumen.

c) Al-Qur’an dan Hadis, khususnya ayat-ayat
dan hadis-hadis yang berkaitan dengan
prinsip jual beli dalam Islam, termasuk
larangan terhadap praktik gharar dan tadlis.

Bahan hukum primer diatas digunakan
untuk membandingkan realitas praktik jual beli
yang terjadi di lapangan dengan norma hukum
yang berlaku, baik dalam Hukum Positif maupun
perspektif Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berfungsi
menjelaskan dan menganalisis bahan hukum
primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum
sekunder yaitu:



a) Buku-buku literatur yang membahas teori
jual beli, figh muamalah, perlindungan
konsumen.

b) Skripsi dan jurnal yang relevan, seperti
penelitian terdahulu mengenai produk
tanpa label, jual beli produk kosmetik,
dan perspektif Hukum Islamterhadap
barang yang tidak diketahui
kandungannya.

¢) Jurnal ilmiah dan artikel yang membahas
praktik e-commerce, regulasi kosmetik.
Bahan hukum sekunder diatas digunakan

sebagai landasan teoritis untuk memperkuat
analisis data lapangan, serta hasil penelitian dalam
kerangka kajian akademik.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penulis melakukan wawancara terstruktur
kepada salah satu pelaku usaha yaitu, Pak Ferry
seorang pemilik Barbershop Kota yang sekaligus
menjadi reseller produk hair powder. Wawancara
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan
yang telah disusun sebelumnya dan bertujuan untuk
menggali informasi terkait proses pembelian produk,
alasan penggunaan sistem whitelabel, serta
pengetahuan terhadap legalitas seperti izin edar
BPOM. penjelasan terhadap keamanan dan perhatian
terhadap informasi label pada kemasan.
b. Observasi



Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan
untuk mengumpulkan data mengenai praktik jual beli
produk hair powder white label yang dilakukan oleh
pelaku usaha, khususnya Pak Ferry selaku pemilik
barbershop.

c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yang dilakukan penulis
dengan mengumpulkan berbagai bentuk bukti visual
yang mendukung temuan di lapangan. Penulis
mendokumentasikan foto produk hair powder yang
digunakan dalam praktik whitelabel, label kemasan
buatan sendiri yang digunakan oleh reseller, serta
tangkapan layar (screenshot) dari laman produk di
platform Shopee tempat produk tersebut dibeli.
penulis juga mencatat atau meminta data penjualan
sebagai pelengkap untuk melihat seberapa besar
peredaran produk tersebut.
Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
dengan menjelaskan data yang diperoleh dari
wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Analisis
ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik
jual beli produk hair powder whitelabel dari sudut
pandang hukum positif dan Hukum Islam. Proses analisis
dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:*
a. Reduksi Data

11 syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, 2022. Hal 89



Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi
data, yaitu proses pemilihan data yang muncul dari
catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti
mendapatkan informasi yang diperoleh dari
pengamatan pada aplikasi Shopee dan hasil
wawancara dengan reseller Pak Ferry serta
regulasi BPOM dengan fokus penelitian.. Reduksi
dilakukan untuk menemukan pola umum dan
temuan penting terkait ketidaktahuan pelaku
usaha terhadap kandungan produk, tidak sesuai
dalam pelabelan, serta dampak terhadap
konsumen.

Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data, data yang
telah direduksi disusun dalam bentuk narasi
deskriptif. Narasi ini disusun berdasarkan fokus
permasalahan, seperti: (1) cara pelaku usaha
memperoleh dan menjual produk hair powder, (2)
kondisi produk yang tidak mencantumkan label
kandungan dan izin edar, serta (3) respons dan
pengalaman konsumen terhadap produk yang
digunakan. Penyajian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang mudah dipahami
mengenai bagaimana praktik jual beli ini
berlangsung di lapangan.

Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang
dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh
data yang telah disajikan untuk menjawab



rumusan  masalah.  Kesimpulan  disusun
berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan
dengan ketentuan hukum positif, khususnya
Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024, dan prinsip-
prinsip dalam Hukum Islam seperti kejujuran
(sidg), transparansi, serta larangan gharar dan
tadlis. Proses dilakukan dengan membandingkan
berbagai sumber data untuk memastikan validitas
dan konsistensi temuan, sehingga kesimpulan
yang dihasilkan benar-benar mencerminkan
kondisi empiris yang ada.z
G. Sistematikan Penelitian
Dalam penulisan skripsi yang sistematis, penyusunan
dilakukan dalam beberapa bab, sebagaimana dijelaskan
berikut :
BAB | : Pada bab pertama berisi mengenai pendahuluan yang
membahas gambaran umum tentang penelitian yang meliputi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian teori, metode penelitian, teknik
pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB Il : Pada bab dua ini membahas mengenai landasan
teori, yakni jual beli, Perlindungan Konsumen.
BAB Il : Pada bab ketiga ini berisi mengenai data dan

informasi yang ditemukan dalam hasil penelitian tentang
gambaran umum produk hair powder, regulasi BPOM dan
praktik jual beli produk hair powder whitelabel tersebut.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang analisi
perlindungan ponsumen terhadap jual beli hair powder yang



sesuai BPOM dan tinjauan Hukum Islamterhadap praktik jual
beli produk whitelabel.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir, berisi penutup
dari skripsi ini, kesimpulan dan saran.



BAB Il
LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah figih disebut al-bai yang
artinya menjual sesuatu, menghibahkan, dan menukar
dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab istilah
asy-syira atau membeli sering digunakan untuk
menunjukkan kebalikannya.! Dengan demikian, istilah
al-bai berarti membeli. Jual beli juga dapat diartikan
sebagai kegiatan tukar menukar yang melibatkan
pembandingan satu barang dengan barang lain melalui
proses akad. jual beli tidak hanya dilakukan dengan
cara barter barang dengan barang lain, tetapi juga
dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan
uang.?

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai kegiatan
tukar menukar barang dengan sesuatu yang lain.
Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa menjual
berarti memberikan sesuatu dengan adanya imbalan
tertentu. Kata al-bai' (jual) dan syara' (beli) sering
digunakan dalam konteks yang sama, meskipun
keduanya memiliki makna yang bertolak belakang.
Dengan demikian, secara bahasa, jual beli dapat

1 Siti Choiriyah, ‘Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli’, CDAC
STAIN Surakarta, 2009, hal 93.



diartikan sebagai proses menukar sesuatu dengan
sesuatu yang lain.?

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bai)
secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau
sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan
melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang
dimaksud adalah dengan ijab dan gabul, atau juga
dengan memberikan barang dan menetapkan harga
antara penjual dan pembeli. Adapun menurut
Malikiyah, Syafi*“iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli,
yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah
perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang
mempunyai manfaat dengan cara tertentu berdasarkan
ketentuan yang telah dibenarkan syara’ untuk tujuan
kepemilikan

2. Dasar Hukum Jual Beli
Dasar hukum jual beli ada tiga, yaitu
a) Alquran

B30 WY1 03450 Y 150l G310 Gl
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3 Muhammad Deni Putra, ‘Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam
Perspektif Hukum Islam’, Shariah Economic Research, 3.1 (2019), hal 83-103.

4 Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, Figh Mu’amalah Teori
Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
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Artinya “Orang-orang yang memakan
(bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,
kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan
karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama
dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang
telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa
yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah
penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” Q.S
AL-Bagarah 275

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan
pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual
beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang
mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba,
atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam
surat An-Nisa’ ayat 29 :
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan
cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” Q.S AN-Nisa 29

Ayat diatas menjelaskan larangan memakan
harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali
dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari
atas suka sama suka yaitu kerelaan antara penjual
dan pembeli tanpa adanya paksaan antara keduanya.
Allah melarang umat-Nya untuk berbuat riba,
gharar, maysir, dan sejenisnya. “Perkataan suka
sama suka” dalam ayat di atas yang menjadi dasar
jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur
paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli
haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku
dalam Islam seperti yang suda dijelaskan dalam
surah An-Nisaa“ tersebut.’

b) Hadits

Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, ‘Penerapan
Hukum Islam Tentang Jual Beli’, 2024.
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Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman,
dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

IR

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
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Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian
apakah yang paling baik?” Beliau bersabda,
“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur
(diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al
Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits
ini shahih).
& all Callad 2 L A&as s

Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan hukum, selama
tidak bertentangan dengan syariat.”
ljma

Ijma merupakan kesepakatan dari mayoritas
mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa



setelah wafatnya Rasulullah SAW, Kaidah yang
telah diuraikan bahwa jual beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang
lain, bantuan atau barang milik orang lain yang di
butuhkannya itu, harus diganti dengan barang
lainnya yang sesuai. Dari isi kandungan Al-Quran
serta hadis Nabi, para ulama mengatakan bahwa
hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz
apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada
situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib.
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari
orang lain. Namun dengan demikian, bantuan atau
barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,
harus diganti dengan barang yang lainnya yang
sesuai. Kebutuhan manusia untuk mengadakan
transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi
jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang
orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan
syari’at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang
dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw,
hingga saat ini menunjukan bahwa umat telah
sepakat akan disyariatkannya jual beli®

6 Putra, Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif
Hukum Islam’.



3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya
satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan

Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Adapun

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk
melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena
unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit
diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan
indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua
belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan
kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli
menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan

Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang

dan harga barang.’

Adapaun syarat-syarat jual beli didalam islam
sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli sebagai pelaku bertransaksi
Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli,
yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu
merupakan pemilik asli,maupun orang lain yang
menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli.
Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk
mentransaksikanya Objek akad (ma 'qud ‘alaih).®

b. Objek jual beli

" M. Yazid Affandi, Figh Muamalah Dan Implementasinya Dalam
Lembaga Keuangan Syari’ah. hal 53
8 Choiriyah, ‘Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli’.



Barang yang diperjualbelikan. Syarat dari objek
tersebut ialah harus suci, bermanfaat, tidak
dibatasi waktunya, keadaan barang Yyang
dioerjualbelikan dapat diserahterimakan, barang
adalah milik penjual. Sedangkan objek
mudharabah dan musyarakah adalah modal dan
kerja.
c. Shighat(ljab Qabul)

ljab gabul merupakan kesepakatan dari para

pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha.

Tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak

ada yang terpaksa melakukannya dan akad

menjadi batal.

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian,
yaitu syarat umum dan syarat khusus.® Syarat umum
adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual
beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut
syara’. Secara umum akad jual beli harus terhindar
dari enam macam aib’:

a) Ketidakjelasan(Al-jahalah),
Ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan
perselisihan yang sulit untuk diselesailkan.
Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni,
ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik
jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut




pandangan pembeli. ketidakjelasan harga;
ketidakjelasan masa langkah penjaminan. 1

b) Pemaksaan(Al-lkrah),
Mendorong orang lain yang dipaksa untuk
melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

c) Pembatasan dengan waktu(At-Taugqit),
Jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti “saya
jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu
tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid,
karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa
dibatasi waktunya.

d) Penipuan(Al-Gharar),
Penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang
menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air
susunya  sehari  sepuluh liter,  padahal
kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi
apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa
air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan
kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan
tetapi, apabila gharar pada wujud barang ini maka
membatalkan jual beli.

e) Kemudharatan(Adh-Dharar),
Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan
barang yang dijual tidak mungkin dilakukan
kecuali dengan memasukkan kemudharatan
kepada penjual, dalam barang selain objek akad.
Seperti seseorang menjual baju satu meter, yang

10 prof. Dr. Abdul Aziz Azzam Muhammad, Figh Muamalat Sistem
Transaksi Dalam Figh Islam (AMZAH, 2014).



tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya
terpaksa baju tersebut di potong walaupun hal itu
merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini
untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’
maka para fugaha menetapkan, apabila penjual
melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan
cara memotong baju dan menyerahkannya kepada
pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
f) Syarat yang merusak,

Syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak
yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada
dalam syara’ dan adat kebiasaan atau tidak
dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan
tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil
dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya
selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli,
atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia
(penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa
tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama,
jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah
(batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat
dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah
tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi
syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang
menghalangi kebolehan proses jual beli.'

11 Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’,
Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories, 1.1 (2023), hal 95—



1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat
dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam
kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis,
atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang
yang najis atau haram dimakan haram juga
untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala,
bangkai, dan khamar (minuman yang
memabukkan).*?

b. Jual beli yang belum jelas
Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-
samar haram untuk diperjualbelikan, karena
dapat merugikan salah satu pihak, baik
penjual atau pembeli. Yang dimaksud samar-
samar adalah tidak jelas, baik barangnya,
harganya atau ketidakjelasan lainnya.

c. Jual beli bersyarat
Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan
syarat-syarat tertentu yang tidak ada
kaitannya dengan jual beli atau ada unsur
unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan
kemadharatan, kemaksiatan, bahkan
kemusyrikan dilarang untuk diperjual-

100
<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menur
ut+islam&btnG=>.

12 Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’.



belikan, seperti jual beli patung, salib dan
buku bacaan porno. Memperjualbelikan
barang-barang ini dapat menimbulkan
perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya
dengan dilarnangnya jual beli barang ini,
maka hikmah yang didapa mencegah dan
menjauhkan manusia dari perbuatan dosa.
Jual beli yang dilarang karena dianiaya
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan
penganiayaan hukumnya haram, seperti
menjual anak binatang yang masih
membutuhkan kepada induknya. Menjual
binatang seperti ini, selain memisahkan anak
dari induknya juga melakukan penganiayaan
terhadap anak binatang.™

Jual beli muhawalah

Menjual tanam-tanaman yang masih disawah
atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena
jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas)
dan mengandung tipuan.

Jual beli mukhdharah

Menjual ~ buah-buahan  yang  masih
hijau(belum pantas dipanen). Seperti menjual
rambutan yang masih hijau. Mangga yang
masih kecil-kecil hal ini dilarang agama
karena barang ini masih samar, dalam artian

13 Muhsin Arafat and others, ‘Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu

Hanifah’, Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 4.2 (2021), hal

185-95.



mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin
kencang dan layu sebelum diambil oleh
pembelinya.

Jual beli mulasamah

Jual beli secara sistem menyentuh. Misalnya,
seseorang menyentuh sehelai kain dengan
tanganya di waktu malam atau siang hari
maka orang yang menyentuh berarti telah
membeli kain tersebut. Hal ini dilarang
agama karena mengandung tipuan dan
kemungkinan akan menimbulkan kerugian
dari salah satu pihak.

Jual beli munabadzah

jual beli secara lempar-melempar Seperti
seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku
apa yang ada padamu, nanti kulemparkan
pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah
terjadi lempar melempar terjadilah jual beli.
Hal ini dilarang agama karena mengandung
tipuan dan tidak ada ijab kabul

Jual beli muzabanah

menjual buah yang basah dengan buah yang
kering. Seperti menjual padi kering dengan
bayaran padi basah sedang ukurannya dengan
ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan
pemilik padi kering.



2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang

merugikan pihak-pihak terkait.*

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar
menawar
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar
atas sesuatu barang, maka terlarang bagi
orang lain membeli barang itu, sebelum
penawar pertama diputuskan,

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di
luar kota
Maksudnya adalah menguasai barang
sebelum sampa pasar agar dapat membelinya
dengan harga murah, sching ia kemudian
menjual di pasar dengan harga yang juga
murah. Tindakan ini dapat merugikan para
pedagang terutama yang belum mengetahui
harga pasar.’® Jual beli seperti ini dilarang
karena dapat mengganggu kegiatan patar
meskipun akadnya sah. Membeli barang
dengan memborong untuk ditimbun.
kemudian akan dijual ketika harga naik
karena kelangkaas barang tersebut. Jual beli
seperti ini dilarang karena menyiksa pihak
pembeli  disebabkan  mereka  tidak
memperoleh barang keperluannya saat harga

14 Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’.
15 Koko Khaerudin and Siregar, Figh Mu’amalah Teori Dan
Implementasi.



masih standar. Dalam kaitan ini Rasulullah
saw. bersabda:
c. Jual beli barang rampasan atau curian

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu
barang curion/rampasan, maka keduanya
telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
Oleh karena itu, jual beli semacam ini
dilarang. Nabi saw, bersabda:

5. Prinsip-prinsip Jual Beli
Prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

a)

b)

Prinsip ketuhanan(Tauhid)

Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa segala
sesuatu adalah milik Allah dan setiap aktivitas
manusia senantiasa berada dalam pengawasan-
Nya. Maka, transaksi jual beli tidak semata-mata
dilakukan untuk meraih keuntungan materi
semata, melainkan juga sebagai sarana untuk
memperoleh keberkahan dalam menghadapi
kehidupan di akhirat.

Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela
tercermin melalui pelaksanaan akad ijab dan
gabul yang dilakukan secara sukarela, tanpa
adanya unsur paksaan, intimidasi, penipuan.
Secara teknis, implementasi prinsip ini menuntut
agar setiap pihak yang bertransaksi memberikan
informasi secara lengkap dan akurat guna



menghindari terjadinya kerugian antara pihak
bertransaksi.'®

¢) Prinsip Kemanfaatan
Kegiatan jual beli seharusnya memberikan
manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam
transaksi. Manfaat tersebut dapat berasal dari
barang atau objek yang diperjualbelikan, maupun
dari hasil keseluruhan proses jual beli itu sendiri.
Dengan demikian, barang yang menjadi objek
transaksi harus memberikan nilai kemaslahatan
bagi manusia, bukan sebaliknya justru
menimbulkan kerusakan.

d) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli
tercermin  melalui sikap saling menjunjung
kejujuran dan tidak saling menzalimi. Penjual
dituntut untuk bersikap adil terhadap seluruh
pembeli, begitu pula sebaliknya. Selain itu,
penerapan prinsip keadilan juga mencakup
penetapan harga yang wajar serta menghindari
praktik-praktik yang bersifat monopoli atau
merugikan salah satu pihak.*’

e) Prinsip Kejujuran
Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual
beli diwujudkan melalui penyampaian informasi
yang objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh

16 Fitratul Mubaraq and Awaluddin Hidayat, ‘Pendidikan Jual Beli
Dalam Perspektif Islam’, no. 1 (2024), hal 150-65.
7 Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’.



f)

9)

mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.
Konsekuensi dari penerapan prinsip ini adalah
larangan terhadap segala bentuk penipuan, baik
yang dilakukan secara lisan maupun perbuatan.
Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam
Surah al-Muthaffifin ayat 1-3, yang secara tegas
memberikan ancaman kepada siapa pun yang
berlaku curang dalam menakar dan menimbang.
Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan merujuk pada kebolehan
seseorang untuk mengambil tindakan atau
keputusan selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktik jual
beli, prinsip ini diwujudkan melalui adanya hak
dan kesempatan bagi para pihak untuk memilih,
yang dikenal dalam fikih muamalah dengan istilah
khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar merupakan
kondisi yang memberikan hak kepada pihak yang
berakad (‘aqgid) untuk melanjutkan atau
membatalkan akad tersebut.

Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini mencerminkan pengamalan sifat-sifat
utama para nabi dan rasul dalam setiap aktivitas
ekonomi, yakni sidiq (jujur), amanah (dapat
dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran),
dan fathanah (cerdas dan berilmu). Akhlak
merupakan inti dari kehidupan Islami, termasuk
dalam bidang ekonomi. Seorang Muslim tidak
dibenarkan untuk bertindak sesuka hati atau



semata-mata mengejar  keuntungan  dalam
menjalankan usaha dan mengelola harta yang
dimilikinya, Secara umum, prinsip akhlak atau
etika dalam transaksi mencakup seluruh perilaku
baik yang tidak merugikan pihak mana pun,
seperti kejujuran, menjauhi sumpah palsu, tidak
terlibat dalam perjudian, serta dapat dipercaya
dalam menjalankan tanggung jawab.

6. Jual Beli Produk Dalam Islam

Dalam Islam, produk (al-muntaj) merupakan
hasil dari suatu proses produksi yang dapat berupa
barang atau jasa, yang memiliki nilai manfaat dan
diperoleh melalui cara yang halal. Produk dianggap sah
dan layak dikonsumsi atau digunakan apabila
memenuhi kriteria kehalalan, thayyib (baik), serta tidak
membahayakan konsumen.

Menurut M.Suyanto, produk adalah segala
sesuatu yang baik berupa barang/jasa yang dapat
ditawarkan untuk kebutuhan atau keinginan suatu
individu. Pemberian kepuasan kebutuhan dan
keinginan individu tersebut dapat dilakukan dengan
produk. Istilah lain produk adalah penawaran. Produk
dalam pengertian luas merupakan segala sesuatu yang
dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik,
akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa
memuaskan keinginan dan kebutuhan.

Karakteristik Produk dalam islam Menurut
perspektif ekonomi Islam, sebuah produk yang
diperjualbelikan harus memenuhi syarat berikut:



a)

b)

d)

Halal secara zat dan proses, produk tidak
mengandung unsur haram (misal: babi, alkohol),
serta proses produksinya juga harus halal (tanpa
riba, penipuan, atau eksploitasi).
Bermanfaat, produk harus memiliki manfaat bagi
pengguna dan tidak merugikan.
Jelas identitas dan sifatnya (ma’lum), produk yang
diperdagangkan harus dijelaskan secara rinci,
seperti jenis, kualitas, ukuran, dan asal usulnya.
Tidak merugikan (gharar), produk tidak boleh
mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau
spekulasi.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak terbatas

pada upaya mencari kekayaan dan kemakmuran, tetapi
juga terkait erat dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan

tanggung jawab sosial yang bersumber dari pendidikan
syariah. perilaku konsumen sebagai komponen prinsip
perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat umum.

a) Hak atas informasi yang benar dan jelas,
Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi
yang akurat, lengkap, dan jujur tentang produk
atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.
Informasi ini harus mudah dipahami dan tidak
menyesatkan.

b) Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai
perjanjian,

Konsumen berhak untuk mendapatkan barang
atau jasa yang sesuai dengan perjanjian atau



d)

f)

9)

spesifikasi yang telah disepakati dengan penjual
atau penyedia jasa.

Hak untuk diperlakukan secara adil,

Konsumen berhak untuk diperlakukan secara
adil dan tidak diskriminatif dalam transaksi. Hak
ini termasuk hak untuk dilayani dengan baik,
tidak dipaksa untuk membeli produk atau jasa
yang tidak diinginkan, dan tidak diperlakukan
berbeda karena latar belakang atau identitasnya.
Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti
rugi,

Jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen atau
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian, konsumen berhak untuk
mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang
sesuai.

Hak untuk penyelesaian sengketa,

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan
bantuan penyelesaian sengketa yang adil dan
efisien jika terjadi masalah dalam transaksi.

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari
penyalahgunaan,

Konsumen berhak untuk dilindungi dari
tindakan penyalahgunaan atau penipuan yang
dilakukan oleh penjual atau penyedia jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhan,
Konsumen berhak untuk  menyampaikan
pendapat atau keluhannya tentang produk atau
jasa yang digunakan.



B. BPOM
1.

h) Hak untuk pembinaan dan pendidikan
konsumen,
Konsumen  berhak untuk  mendapatkan
pembinaan dan pendidikan tentang hak-hak
konsumen dan cara melindungi diri dari praktik
yang merugikan.

Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang
memiliki fungsi utama dalam mengawasi peredaran
obat, makanan, kosmetik, dan produk lainnya yang
terkait langsung dengan kesehatan masyarakat. BPOM
bertanggung jawab kepada Presiden dan berperan
memastikan agar produk yang beredar aman, bermutu,
dan bermanfaat bagi konsumen.®

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Lembaga ini merupakan lembaga
pemerintah non-kementerian di Indonesia yang
bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat-
obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan
lainnya. BPOM memiliki tujuan utama untuk
melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin
timbul akibat penggunaan produk-produk tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan, BPOM memiliki tugas melaksanakan

18 Kepala Badan, Pengawas Obat, and dan Makanan, ‘Peraturan BPOM
No.18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik’, 2024.



tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan

makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Tujuan dan Fungsi BPOM

BPOM memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat
dari konsumsi produk yang berisiko terhadap
kesehatan, serta memastikan bahwa produk yang
beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan
manfaat. Adapun fungsi-fungsi utama BPOM
meliputi:*°

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang
pengawasan obat dan makanan.

2) Pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-
market produk.

3) Penerbitan izin edar (notifikasi) produk obat dan
makanan.

4) Penegakan hukum administratif terhadap
pelanggaran peredaran produk.

3. Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Produk
BPOM ini mempunyai tugas khusus di bidang
pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara
tugas BPOM itu ialah:

1) Melakukan inspeksi terhadap sarana produksi
dan distribusi produk.
2) Melakukan uji laboratorium terhadap produk.

19 Badan, Obat, and Makanan, ‘Peraturan BPOM No.18 Tahun 2024
Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik’.



3) Menarik dan memusnahkan produk yang
terbukti tidak memenuhi ketentuan.

4) Menindak secara administratif pelaku usaha
yang tidak mematuhi regulasi, seperti
pencabutan izin edar, denda administratif, dan
lainnya.

C. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Kosnumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan konsumen memiliki cakupan pembahsann
yang cukup luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap
barang dan jasa ,yang berawal dari tahap kegiatan untuk
mendapatkan barang dan jasa hingga sampai pemakaian
barang.?

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK menjelaskan
bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan
ajasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Sedangkan pelaku
usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang
menghasilkan barang atau jasa dengan memproduksi barang
atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang atau
jasa tersebut.?!

20 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,
2008. hal 65

21 M.H. Fenny Bintarawati, Hukum Perlindungan Konsumen (Lawwana,
2023). hal 13



Cakupan perlindungan konsumen itu dapat
dibedakan dua aspek, yaitu;

a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang
diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa
yang telah disepakati.

b) Perlindungang terhadap diberlakukannya syarat-
syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Adanya dasar yang jelas dalam mewujudkan
kepastian hukum perlindungan konsumen, dapat diharapkan
mampu mewujudkan hak-hak konsumen, selain itu pelaku
usaha juga tidak memberikan perlakuan kepada konsumen
secara sewenang-wenang Yyang dapat menimbulkan
konsumen mengalami kerugian. Dasar hukum tersebut telah
tertuang dalam undang-undang ri nomor 8 tahun 1999
mengenai perlindungan konsuemn.??

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan
memeliki beberapa asas dalam penerbitan peraturan
tersebut, karena asas hukum adalah dasar dari undang-
undang dan peraturan pelaksananya. Asa hukum menurut
sudikno mertokusumo menjelaskan bahwa asas hukum
bukan merupakan hukum yang konkrit, tetapi suatu
pemikiran yang mendasar dalam bentuk abstrak dan
umum, atau dapat disimpulkan sebagai latarbelakang
sebuah peraturan diciptakan.?®

22 Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan
Konsumen, Jakarta, 2022.

2 Niru Anita Sinaga, ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di
Indonesia’, Jurnal limiah Hukum Dirgantara, 5.2 (2014), hal.7



Usaha untuk  mewujudkan  perlindungan
konsuemn di indoneisa dilaksanakan berdasarkan asas-
asas untuk memberikan pedoman dalam pertaurannya,
pada pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentangperlindungan  Konsumen  dijelaskan  dalam
perlindungan konsumen bahwa diharuskan mempunyai
asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas
keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum.
Penjelasan mengenai asass-asas tersebut sebagai berikut:
a) Asas manfaat merupakan asas guna memeberikan

himbauan bagi semua penyelenggara perlindungan
konsumen untuk memberikan manfaat untuk
kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

b) Asas keadilan merupakan asas guna memberikan
partisipasi seluruh masyarakat untuk mewujudkan dan
memberikan kepada pelaku usaha dan konsumen
untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.

c) Asas keseimbangan merupakan asas guna
memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha, konsumen dan pemerintah secara materiil dan
spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
merupakan asas guna memberikan  jaminan
keselamatan dan kesamaan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan
jasa yang digunakan.

e) Asas kepastian hukum merupakan asas guna
memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan
konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh



keadilan pada penyelenggaraan  perlindugnan
konsumen.
3. Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UUPK
merupakan setiap individu ataupun berbentuk badan usaha,
baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang
dibuat untuk menjalankan aktivitas dalam wilayah hukum
republic Indonesia baik secara individua tau bersama
melalui perjanjian atau dalam melakukan aktivitas usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.?
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Aturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha
diatur dalam peraturan yang bersifat umum serta dalam
perjanjian khusus. Upaya menciptakan suatu kenyamanan
dan adanya keseimbangan hubungan antara pelaku dengan
konsumen, maka ditentukan dalam regulasi tentang hak dan
kewajiban masing-masing. Hak mengenai pelaku usaha
dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.?

a) Pelaku wusaha memiliki hak untuk mendapatkan
pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati.

b) Pelaku usaha berhak untuk memeperoleh perlindungan
hukum dari perilaku konsumen yang memiliki niat tidak
baik.

24 Fenny Bintarawati, Hukum Perlindungan Konsumen. hal 16

% Pputeri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam,
‘Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli’, Jurnal Manajemen
& Bisnis Jayakarta, 3.1 (2021), hal. 12-18,



c) Pelaku usaha berhak untuk memperbaiki nama baik jika
dapat dibuktikan secara hukum mengalami kerugian
yang dialami oleh konsumen.

d) Hak-hak pelaku usaha lainnya yang tetapkan dalam
regulasi perundang-undangan lainnya.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen,
pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik untuk
setiap aktivitas yang dilakukannya. Pelaku usaha
diwajibkan bertindak sesuai dengan norma hukum, nilai
agama dengan berprinsip itikad baik. Itikad baik dapat
dipahami sebagai bentuk interprestasi moral yang dimiliki
setiap individu, yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab.

. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan setiap individu yang
memperoleh suatu produk barang atau jasa dengan maksud
tertentu. Definisi konsumen berdasarkan pasal 1 UUPK
menjelaskan bahwa konsumen adalah individua tau orang
yang menggunakan rpdouk berupa barang atau jasa didalam
lingkungan masyarakat baik digunakan untuk keperluan dan
kepentingannya sendiri.?

. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen merupakan salah satu subjek lain dalam
upaya perlindungan konsumen selain pelaku usaha.
Undang-undang  perlindungan  konsumen  mengatur

2 Fenny Bintarawati, Hukum Perlindungan Konsumen.hal 60



temntang hak dan kewajiban konsumen. Pada dasarnya,
hak-hak konsumen sebagai berikut:’

a)

b)

d)

Hak untuk mendapatkan keamanan

Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh
jaminan  keamanan dalam penggunaan  suatu
barang/jasa. Sedangkan pelaku usaha mempunyai
tanggungjawab pada mutu barang/jasa yang
diproduksinya sehingga tidak menimbulkan kerugian
baik materi atau jasmani konsumen.

Hak untuk memilih

Konsumen mempunyai hak untuk secara individu
memilih barang yang akan dipergunakan tanpa adanya
pengaruh dari pihak lainnya.

Hak untuk memperoleh informasi

Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan
informasi dengan jelas terhadap suatu produk atau jasa,
seperti nama produk, alamat perusahaan, dan lain
sebagainya.

Hak untuk di dengar.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan
pemahaman atas keluhan dalam penggunaan produk
yang menimbulkan kerugian pada konsumen. 28
Dengan adanya kewajiban konsumen untuk membaca

dan memahami petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
merupakan hal yang penting dilakukan, karena pelaku usaha
telah menyampaikan peringatan dengan jelas pada suatu

2"Apandy, Melawati, and Adam, ‘Pentingnya Hukum Perlindungan
Konsumen Dalam Jual Beli’.
28 Fenny Bintarawati, Hukum Perlindungan Konsumen. Hal 54



produk, tetapi konsumen seringkali tidak memahaminya.
Dengan peraturan ini memberikan konsekuensi pelaku
usaha untuk tidak bertanggungjawab apabila konsumen
yang bersangkutan mengalami kerugian.



BAB Il
GAMBARAN UMUM PRODUK HAIR POWDER,
REGULASI BPOM DAN PELAKSANAAN PRAKTIK
JUAL BELI PRODUK HAIR POWDER WHITELABEL

A. Gambaran Umum Produk Hair powder

Hair powder merupakan salah satu produk kosmetik
yang umumnya dalam bentuk bubuk halus, produk ini
dirancang khusus untuk memberikan efek tekstur, volume,
dan wangi pada rambut. Fungai utama pada produk hair
powder ini menciptakan tampilan rambut yang terlihat tebal
dan bervolume tanpa menimbulkan minyak pada rambut
nantinya. Terdapat beberapa jenis hair powder yang tersedia
di pasaran, seperti volumizing powder dan texturizing
powder. Powder ini diformulasikan khusus untuk
memberikan volume ekstra pada rambut, sementara
texturizing powder dirancang untuk menciptakan tekstur dan
definisi yang lebih baik. Selain itu, beberapa hair powder juga
dilengkapi dengan bahan alami yang memiliki sifat menyerap
minyak, sehingga rambut tidak hanya terlihat lebih bervolume
tetapi juga tetap segar sepanjang hari.t

Pada Peraturan BPOM No0.23 tahun 2019 tentang
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dijelaskan pada pasal 1
angka (1) bahwa “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh
manusia seperti epideermis, rambut, kuku. Bibir, dan organ
bagian luar, atau gigi, dan membran mukosa mulut terutama

1 Admin, ‘Mengenal Hair powder: Definisi, Fungsi, Dan Rekomendasi
Terbaik Unwuk Pria’, SuksesCorp, 2024, hal. 1-3



untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan,
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara
tubuh pada kondisis baik”. Dapat diketahui dari penjelasan
tersebut bahwa produk hair powder termasuk salah satu
kategori kosmetika karena fungsi utamanya untuk mengubah
penampilan pada rambut manusia atau penggunanya.?

Adapun beberapa kandungan yang terdapat didalam
produk hair powder diantaranya:

No Nama Kandungan Fungsi

1 Silica Menyerap minyak berlebih
di kulit kepala

2 Tapioca Starch Memberikan tekstur,

menyerap minyak, dan
volume rambut

3 Kaolin Clay Menyerap minyak dan
kotoran, memberi kesan
matte

4 Alcohol Denat Membantu penguapan cepat
dan sensasi segar

5 Fragrance(Parfum) | Memberikan aroma wangi
pada rambut

6 Zinc Oxide Antimikroba dan penyerap
minyak

7 Bentonite Menyerap minyak dan
memberikan tekstur
Tabel 3.1

2 Kepala Badan, Pengawas Obat, and Makanan, ‘Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Republik Indonesia’, 2010 (2019).



(Daftar Kandungan Produk Hair powder)

Pada tabel diatas menjelaskan beberapa kandungan
yang sering ditemukan didalam produk hair powder. Bahan
seperti silica, kaolin clay, dan bentonite berfungsi menyerap
minyak dan kotoran sehingga rambut terlihat lebih bersih dan
bervolume. Tapioca starch membantu menciptakan tekstur
dan menambah volume rambut, sedangkan alcohol denat
mempercepat proses penguapan dan memberikan sensasi
segar saat digunakan. Fragrance menambahkan aroma wangi,
sementara zinc oxide memiliki sifat antimikroba yang
membantu menjaga kesehatan kulit kepala.

Keberadaan kandungan tersebut tidak hanya
mendukung fungsi produk tersebut, tetapi juga berkontribusi
besar terhadap aspek keamanan bagi konsumen.
Mencantumkan informasi kandungan pada label produk
merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi konsumen
yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu. pencantuman
kandungan merupakan salah satu syarat utama dalam
memperoleh izin edar dari BPOM, sebagai bentuk kepatuhan
terhadap regulasi serta upaya perlindungan konsumen.
Produk vyang dipasarkan tanpa informasi berpotensi
melanggar ketentuan hukum dan dapat menimbulkan risiko
kesehatan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap produk tersebut.

Pemakaian produk hair powder sendiri tentu ingin
mendapatkan hasil yang maksimal, cara menggunakan hair
powder dengan benar. Pertama, pastikan rambut dalam
keadaan kering sebelum mengaplikasikan produk. Taburkan
sedikit hair powder ke telapak tangan, kemudian gosokkan



tangan Anda hingga produk menyebar. Setelah itu,
aplikasikan hair powder secara merata pada akar rambut,
kemudian beri gaya sesuai keinginan. Penggunaan hair
powder secara teratur dapat memberikan manfaat yang
signifikan terutama untuk pria dengan jenis rambut tertentu,
seperti rambut tipis atau licin. Dengan berbagai fungsi dan
manfaatnya, hair powder menjadi salah satu produk styling
yang penting dalam perawatan rambut pria. Penggunaan yang
tepat tidak hanya dapat meningkatkan penampilan, tetapi juga
memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi.

B. Regulasi BPOM terhadap Produk Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan makanan(BPOM)
merupakan lembaga pemerintahan non kementrian yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
pengawasan obat dan makanan. BPOM merupakan lembaga
pemerintahan non kementrian berada dibawah perintah
presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, BPOM
memiliki beberapa fungsi untuk melindungi masyarakat dari
sisi negatif industrialisasi, memberikan perubahan terhadap
kesalahan pada tahap menekankan  kesejahteraan
masyarakat.?

Badan pengawas obat dan makanan pada perlindungan
konsumen dan pengawasan mutu produk melakukan
pengawasan terkait indikator dan keamanan produk. Label
menjadi salah satu identitas administratif yang diberikan oleh

3 Abd Aziz, ‘Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan
Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen’, Al-Qanun: Jurnal
Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23.1 (2020), hal 5.



BPOM sebagai bentuk jaminan bahwa produk yang telah
memenuhi syarat teknis, keamanan, dan mutu sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan negara. Maka pentingnya untuk
mengetahui jenis-jenis produk yang wajib memiliki label
BPOM.

Label BPOM perlu didapatkan pada suatu produk yang
wajib memiliki nomor izin edar (NIE) atau Nomor Notifikasi
(NN) dari BPOM sebelum diedarkan dan digunakan oleh
masyarakat. produk-produk itu seperti obat(resep atau non
resep), obat tradisional (jamu), obat kuasi(antiseptik dan
cairan pembersih), suplemen kesehatan, kosmetik, serta
pangan olahan.

Adapun beberapa produk yang tidak wajib memeiliki
label BPOM, karena tidak termasuk pengawasan BPOM
seperti pakaian, alat elektronik, alat tulis, dan epralatan rumah
tangga yang tdiak perlu mendapatkan label BPOM karena
bukan termasuk barang yang dikonsumsi secara langsung
pada tubuh manusia.

Pada peraturan BPOM No 18 tahun 2024 tentang
penandaan, promosi, dan iklan kosmetik terutama pada pasal
2 dan 3 dijelaskan bahwa;

a) Penandaan produk yang dimaksud dalam Pasal 2
memuat informasi paling sedikit: nama Kosmetik,
kemanfaatan atau kegunaan, cara penggunaan,
komposisi, negara produsen, nama dan alamat lengkap
pemilik nomor notifikasi, nomor batch, ukuran, isi, atau
berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi,. 2D
barcode dan peringatan dan/atau perhatian.



b) Informasi 2D barcode yang dimaksud dalam Pasal 3
huruf k sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur penerapan
2D barcode dalam pengawasan obat dan makanan.

¢) Label halal yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
setelah Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi
memperoleh sertifikat halal.

Pada peraturan tersebut dapat diketahui bahwa
penandaan suatu produk terutama kategori kosmetik sangat
penting untuk memberikan informasi dari produsen kepada
konsumen. Informasi ini bertujuan untuk memebrikan
penjelasan terhadap produk yang akan digunakan seperti
identitas produk, kandungan, fungsi dan cara pemakaian serta
peringatan yang perlu diperhatikan konsumen.

Untuk mendapatkan izin edar BPOM, pelaku usaha
perlu mendaftarkan produknya melalui aplikasi khusus yang
telah disediakan BPOM melalui Notifkos Online yang dapat
dibuka www.notifkos.pom.go.id. Selain itu, perusahaan
produksi wajib memiliki izin usaha dan memenuhi standar
CPKB(Cara Produksi Kosmetik yang Baik).

BPOM melakukan pengawasan dalam dua tahap:

a) Pre-market: Evaluasi dan pengujian sebelum produk
beredar guna memastikan keamanan, mutu, dan
khasiatnya.

b) Post-market: Pengawasan setelah produk beredar,
dilakukan baik secara langsung (pemeriksaan di tempat
produksi dan distribusi serta pengambilan sampel untuk
diuji di laboratorium) maupun secara daring melalui
patroli siber.



Proses untuk mendapatkan izin edar BPOM tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk
tanggungjawab bagi pelaku usaha. Dengan mewajibkan
pendaftaran melalui notifikos online dan pemenuhan standar
CPKB, BPOM juga memastikan bahwa produk yang akan
diedarkan layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.
dengan demikian, pelaku usaha wajib memahami dan
mematuhi seluruh prosedur perizinan yang telah ditetapkan
oleh BPOM

Pelaksanaan Praktik Jual Beli Produk Hair powder
Perkembangan zaman mendorong perdagangan
modern untuk menawarkan berbagai produk yang dikelola
secara efisien, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Tujuan dari perkembangan perdagangan modern ini adalah
untuk memberikan promosi dengan harga terjangkau guna
meningkatkan penjualan dan mengurangi jumlah stok barang
di toko Salah satu praktik yang marak dijumpai dalam
perdagngan modern, khususnya di platform digital, adalah
praktik whitelabel. Praktik ini merujuk pada kegiatan
penjualan kembali suatu produk oleh pihak ketiga dengan
menggunakan merek sendiri, meskipun produk tersebut
diproduksi oleh pihak lain. Dalam konteks ini, pelaku usaha
membeli produk tanpa label identitas dari pihak pertama, lalu
memberikan label atau merek dagangnya sendiri sebelum
dijual kepada konsumen. Meskipun praktik whitelabel dapat
memberikan peluang bisnis yang menjanjikan, hal ini juga
menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan
transparansi identitas produk, legalitas, dan perlindungan



konsumen. Ketika pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti
kandungan atau keamanan produk yang dijualnya, maka
risiko terhadap keselamatan dan hak-hak konsumen pun
semakin besar.*

Produk hair powder merupakan salah satu produk yang
biasa dipakai oleh kalangan anak muda untuk perawatan dan
hairstyling rambut yang berbentuk bubuk (powder). fungsi
dari produk hair powder utamanya untuk menambah volume
rambut, mengurangi minyak berlebih di kulit kepala, serta
memberikan efek tekstur agar rambut lebih mudah ditata.
Secara umum, produk hair powder diaplikasikan langsung
dibagian ujung rambut atau bagian, kemudian diratakan
menggunakan tangan atau sisir.

Produk hair powder ini biasa diperjual belikan di
berbagai platform online maupun offline, penulis biasa
menemukan produk hair powder ini di platform digital
sepeerti Shopee maupun di toko offline seperti (barbershop).
Dari perkembangan pasar modern seperti sekarang hair
powder menjadi salah satu produk yang di minati untuk di
perjual belikan kembali oleh berbagai pihak. Whitelabel
merupakan salah satu tren bisnis yang semakin populer di era
pasar modern. Whitelabel ialah sebuah konsep dimana produk
diberikan label putih ketika suatu produk diproduksi oleh
suatu produsen kemudian dijual kepada seseorang yang
berminat untuk kemudian diberikan label merek milik mereka
sendiri. Hal ini memudahkan penjualan produk tanpa
memikirkan produksi pada produk yang ingin dijualkan,

4 Admin, ‘Mengenal Hair powder: Definisi, Fungsi, Dan Rekomendasi
Terbaik Untuk Pria’.



konsep ini memudahkan untuk memulai bisnis tanpa
memerlukan investasi. Label putih mengacu pada produk
yang dibuat oleh produsen yang dapat dijual kembali oleh
beberapa orang tanpa perubahan signifikan pada kandungan
atau kemasan pada produk, berbeda dari label pribadi karena
biasanya memerlukan modifikasi produk berdasarkan
kebutuhan konsumen target miliknya sendiri.

Beberapa industri juga sering menggunakan konsep
whitelabel seperti ini salah satunya pada industri kosmetik.
Industri kosmetik menggunakan konsep whitelabel untuk
meningkatkan penjualan produk tanpa perlu memikirkan
produksi pada produk yang akan dijualkan. Biasanya, pada
praktik whitelabel terdapat beberapa orang yang mempunyai
peran masing-masing dalam proses penjualan, yaitu produsen
yang membuat produk, reseller yang membelinya untuk
dijualkan kembali, dan terakhir konsumen atau user sebagai
pengguna produk. Pada produk whitelabel ini biasanya kita
mendapatkan manfaat dari efisiennya produksi serta promosi
ke para konsumen, °

Praktik whitelabel ini akan berhasil jika bergantung
pada kualitas produk, strategi pemasaran, dan kepercayaan
pelanggan, faktor keberhasilan bisnis whitelabel adalah
kepercayaan. Penting bagi pemilik bisnis yang ingin
menggunakan whitelabel untuk memahami masalah hukum
dan kualitas produk agar dapat menciptakan produk yang
dipercaya konsumen. Strategi yang efektif dapat menjadikan
bisnis whitelabel sebagai usaha yang menguntungkan.

5 Wati Susiawati, ‘Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian’, Jurnal
Ekonomi Islam, 8.2 (2017), hal. 171-84.



Penulis menemukan beberapa fakta yang terjadi
dilapangan terkait praktik jual beli produk hair powder
whitelabel di platform online Shopee dan Barbershop Kota.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Produk di Platform Shopee

Shopee merupakan salah satu platform e-
commerce terbesar di Indonesia. Shopee juga
menyediakan beberapa layanan jual beli secara
daring(online) yang memungkinkan pelaku usaha
memasarkan produknya kepada konsumen secara luas
tanpa memerlukan biaya tambahan untuk membuka toko
offline. Platform ini memiliki berbagai keunggulan yang
memudahkan transaksi seperti pencarian produk,
pembayaran digital, dan layanan pengiriman.

Kemudahan pelayanan yang ditawarkan Shopee
menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat,
kemudahan ini akan didapatkan oleh penjual maupun
pembeli. Penjual yang dapat membuat tokonya dan
mengunggah produk tanpa proses verifikasi yang rumit,
sedangkan pembeli dapat menemukan dan membeli
barang yang diinginkan dengan menggunakan aplikasi
atau situs web. Namun, dari kemudahan tersebut, timbul
beberapa kelemahan vyang terdapat pada sistem
pengawasan terhadap keamanan produk yang dijual.®

hair powder yang di perjualkan oleh toko
tersebut. Penulis menemukan beberapa produk hair

6 Eni Candra Nurhayati and Pamungkas Stiya Mulyani, ‘Kegiatan Jual
Beli Online Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi Shopee’, JPEKBM (Jurnal
Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen), hal 7



powder yang dijualkan di Shopee hanya dalam bentuk
kemasan botol polos atau tanpa identitas. Produk yang
penulis temukan di Shopee tidak mencantumkan
beberapa hal seperti merek, kandungan bahan, tanggal
kedaluwarsa, petunjuk penggunaan, maupun nomor
notifikasi dari BPOM. penjual juga menawarkan produk
tersebut sebagai "whitelabel” atau "bisa diberi merek
sendiri*, yang mengindikasikan bahwa produk tersebut
belum melewati proses registrasi resmi sebagaimana
diwajibkan oleh BPOM dan peraturan perundang-
undangan.

HAIR POWDER

POLOSAN / NON MEREK 7

Gambar 3.1
Tampilan Produk di Shopee
(Sumber Shopee.id)

Pada gambar 3.1 terdapat produk hair powder
yang penulis temukan pada platform Shopee. Pada
gambar tersebut dapat diketahui bahwa produk yang
dijualkan tidak terdapat label apapun, seperti label
merek, label kandungan produk, dan label ijin edar dari
BPOM. Pada gambar tersebut juga diketahui bahwa
penjual memberikan informasi bahwa produk “cocok



untuk dijual kembali, tinggal tempel stiker”. dapat di
tekankan juga bahwa produk tersebut termasuk produk
yang diperjualkan dengan konsep whitelabel dimana
pihak Shopee sebagai produsen yang menyediakan
produk bagi reseller atau orang yang ingin menjualkan
kembali produk tersebut.

Gunakan Hair powder by Phawor
- Rambut terasa ringan
- Kuat hingga seharian ( 24 JAM)
- Rambut Menjadi mudah di atur dan di tata
- Rambut terasa lebih harum dan wangi
- Pemakaian mudah dan gak ribet
Cocok untuk kamu yang aktif

Mudah di bawa kemana mana

Cocok digunakan oleh kamu yang memiliki rambut
sedang dan tipis.

Cara Pemakaian:

1. Pastikan rambut dalam keadaan kering

2. Taburkan Pahwor Hair Powder pada rambutmu
secukupnya

3. Ratakan Dengan tangan dan atur sesuai dengan
gaya kesukaanmu.

4. Untuk menghilangkan cukup bilas dengan air dan
shampoo.

Gambar 3.2
Deskripsi Produk
(Sumber : Shopee.co.id)

Pada gambar 3.2 penulis juga medapat beberapa
informasi dari deskripsi yang penjual berikan, bahwa
pada deskripsi produk penjual memberikan informasi
antara lain, isi kemasan 60ml/10gram, fungsi dari produk
hair powder, dan cara pemakaian dari produk hair
powder tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa produk
yang ditemukan di platform Shopee memang benar
belum menyantumkan beberapa ketenruan seperti label
merek, label kandungan, dan label ijin edar BPOM.

2. Praktik Jual Beli Produk di Barbershop Kota



Pak Ferry merupakan seorang pelaku usaha di
bidang jasa perawatan rambut yang memiliki dan
mengelola sebuah barbershop. Usaha barbershop milik
beliau telah berjalan selama beberapa tahun dan
memiliki pelanggan tetap, terutama dari kalangan anak
muda. Usaha milik pak ferry mulai tahun 2015 hingga
sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat,
pada tahun 2020 permintaan konsumen sangat beragam
mulai dari model cukur hingga produk-produk yang
digunakan untuk hairstyling rambut konsumennya,
dalam rangka memperluas layanan dan meningkatkan
kualitas pendapatan, Pak Ferry mulai menjual produk
perawatan rambut, salah satunya adalah hair powder,
yang biasa digunakan untuk menambah volume dan
tekstur rambut.

Pak Ferry juga menjelaskan bahwa ada
beberapa jenis produk hairstyling rambut yang dijual
barbershop miliknya. Dalam keterangannya beliau
menyebutkan, “Ada beberapa produk yang kami
gunakan dan tawarkan kepada pelanggan, seperti hair
wash, hair massage, pomade, dan produk terbaru kami,
yaitu hair powder ini.” Produk hair wash dan hair
massage umumnya digunakan dalam layanan cuci dan
pijat kepala sebagai bagian dari perawatan relaksasi bagi
pelanggan.’

Diketahui bahwa salh satu produk hair powder

yang dijual oleh Pak Ferry berasal dari platform e-
commerce. Berdasarkan penelusuran, Pak Ferry
memperoleh produk tersebut dari platform digital
Shopee dengan kata lain, ia membelinya melalui

7 Wawancara Bersama Bapak Ferry, 21 April 2025, Pukul 11.00.



marketplace. Hair powder tersebut dikirimkan dalam
kemasan polos tanpa label identitas. Setelah menerima
produk tersebut, Pak Ferry kemudian melakukan praktik
repackaging, yaitu memodifikasi menempelkan label
merek miliknya sendiri sebelum menjualnya kembali
kepada pelanggan di Barbershop Kota.

Penjelasan dari Pak Ferry vyaitu “Saya
melakukan kustomisasi produk hair powder ini untuk
kemudian dijual kembali kepada konsumen di
barbershop ini. Tujuannya untuk produk yang saya
tawarkan dapat menjawab kebutuhan pelanggan. Saat
ini, model hairstyling kalangan anak muda semakin
beragam dan tren berubah. Banyak permintaan yang
unik dan tidak selalu bisa dipenuhi oleh produk yang
umum dijual di pasaran. Karena itu, saya mencari
produk yang sesuai, Saya juga menawarkan produk
bermerek lain, barbershop juga harus mampu bersaing.
Produk seperti ini menjadi nilai tambah, khususnya bagi
kalangan anak muda yang sangat peduli terhadap
penampilan’®

praktik dengan model whitelabel tidak adanya

proses verifikasi atau pemeriksaan terhadap keamanan
dan kandungan bahan produk kepada Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) sebelum produk tersebut
dikemas ulang dan dijualkan kepada konsumen. Pak
Ferry sebagai pelaku usaha belum memiliki identitas
yang jelas mengenai kandungan bahan yang terdapat
dalam produk hair powder yang ia beli secara online
melalui platform digital Shopee.

Motif dari praktik yang dilakukan oleh Pak Ferry
merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan

8 Wawancara Bersama Bapak Ferry, 21 April 2025, Pukul 11.00.



konsumen terhadap perkembangan industri barbershop
yang semakin kompetitif. Dalam menghadapi dinamika
pasar dan meningkatnya permintaan konsumen akan
produk hairstyling rambut, Pak Ferry menjual produk
hair powder sebagai solusi yang dinilai efektif dan
ekonomis. produk hair powder melalui platform Shopee
juga dilatarbelakangi oleh kemudahan akses serta tidak
adanya persyaratan administrasi Setelah memperoleh
produk, Pak Ferry kemudian menambahkan label milik
pribadi pada kemasan produk tersebut. Langkah ini tidak
hanya bertujuan untuk membedakan produk dari
kompetitor, tetapi juga merupakan bagian dari strategi
personal branding.produk hair powder tersebut dijualkan
untuk pelanggan yang berada di barbershop miliknya.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HAIR POWDER
WHITELABEL

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Whitelabel dalam
Perspektif BPOM dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bermula dari kesadaran
pentingnya menjamin hak konsumen di tengah dinamika
kehidupan ekonomi dan sosial yang kompleks. Konsumen
tidak boleh dianggap sekadar penerima barang atau jasa,
mereka merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang
harus dihargai dan dijaga. Perlindungan mencakup hak
memperoleh informasi yang akurat, hak atas keamanan
produk, serta hak atas keadilan dalam setiap transaksi. Dalam
praktik jual beli modern, termasuk jual beli online, potensi
terjadinya kerugian, penipuan, atau ketidakadilan semakin
meningkat. perlindungan konsumen harus dimiliki sebagai
suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.
Perlindungan konsumen juga merupakan serangkaian upaya
yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi,
baik melalui pengaturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,

Pada aplikasi Shopee ada berbagai produk yang
ditawarkan salah satunya produk hair powder, hair powder
mrupakan produk hairstyling rambut yang sering digunakan
kalangan anak muda. Produk hair powder whitelabel dapat



diketahui bahwa proses tersebut melibatkan beberapa pihak
diantaranya, pihak Shopee dan Pak Ferry selaku reseller dan
juga konsumen. Hal yang pertama yang akan dijadikan fokus
penelitian adalah pemahaman dan pengetahuan masing-
masing pihak terkait jual beli produk hair powder dengan
sistem whitelabel itu sendiri. Tentunya menjadi penting bagi
seseorang untuk mengetahui apa yang dia kerjakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti
dapat diketahui bahwa masing-masing pihak yang terlibat
dalam jual beli produk hair powder whitelabel ini memiliki
pengetahuan yang memadai mengenai apa yang mereka
kerjakan. Pemilik barbersehop menjelaskan bahwa beliau
mengetahui produk yang dia jualkan belum memiliki label
apapun seperti kutipan wawancara beliau berikut ini:

“benar mas, saya membeli produk tersebut di Shopee
lalu saya dengan mas ade selaku karyawan di barbershop
disini berdiskusi buat nentuin label yang cocok di produk hair
powder, tapi memang produk ini belum ada label BPOMnya.
Karena produknya dijual buat konsumen yang ada di
barbershop ini saja”

Beliau juga mengkonfirmasi bahwa di barbershop

miliknya sebelum membuka pangkas rambut pada tahun 2009
saat dirinya merintis usaha pangkas rambut, ia menjelaskan
bahwa perkembangan pangkas rambut dari tahun ke tahun
berkembang sangat pesat. Pada saat ini permintaan konsumen
sangat beragam mulai dari model rambut, treatment rambut,
dan juga produk hairstyling rambut. Sehingga Pak Ferry
selaku owner mencoba dan berusaha untuk memberikan
pelayanan yang maksimal kepada konsumen di barbershop
miliknya. Salah satunya dengan mencoba membeli produk



hair powder di salah satu platform digital Shopee, lalu Pak
Ferry memberi label sebelum dijual kembali ke pelanggan
barbershop miliknya. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat
jelas bahwa dalam praktik penjualan hair powder ini, penjual
belum sepenuhnya memahami regulasi produk. Hal ini dapat
menimbulkan risiko, terutama jika produk yang dijual tidak
terdaftar di BPOM dan belum jelas identitasnya.

Poin lain yang menjadi penting dalam jual beli hair
powder whitelabel yaitu penggunaan produk dan identitas
produk sebagai langkah awal dimulainya jual beli tersebut.
Menurut pengamatan serta wawancara yang dilakukan
penulis pada aplikasi Shopee dan salah satu reseller yaitu Pak
Ferry selaku owner barbershop. Pertama, pengamatan penulis
pada e-commerce aplikasi Shopee yaitu pada tampilan awal
Shopee dengan search “produk hair powder”, lalu muncul
berbagai produk hair powder dengan berbagai kategori dari
berbagai merek dan harga yang disajikan penjualnya. Namun,
ada beberapa produk yang menarik penulis untuk melihat dan
mengetahui lebih rinci produk hair powder yang dijual tanpa
label identitas, bahkan penulis mencari tau mengenai
kandungan produk tersebut tidak tercantum pada produk
maupun deskripsi produk. Kedua, Pak Ferry juga memberikan
pemaparan selama dalam berjualan produk hair powder
dirinya belum mengetahui persis kandungan produknya,
beliau juga menjelaskan bahwa dia membeli produk hir
powder tersebut di aplikasi Shopee seperti pengamatan
penulis jelaskan di bagian pertama. Pada produk sendiri yang
dijualkan oleh Pak Ferry kepada customer di barbershop



miliknya sendiri dikeluarkan dengan keadaan label merek
miliknya.

Ditinjau dari segi model bisnisnya praktik whitelabel
ini menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha seperti reseller
karena mereka tidak perlu terlibat dalam proses produksinya,
tetapi mereka hanya perlu fokus pada pemasarannya saja.
Namun, ketidaktahuan pada reseller terhadap produk dapat
menyebabkan timbul berbagai permasalahan, terutama jika
produk mengandung bahan yang tidak sesuai dengan regulasi
atau berbahaya bagi konsumen yang memekai produk
tersebut. bagi reseller penting untuk mendapatkan atau
mengetahui identitas yang lengkap sebelum memasarkan
kembali produk kepada pelanggannya. Selain itu, model
bisnis whitelabel ini sering kali dilakukan melalui platform e-
commerce yang menawarkan kemudahan akses bagi reseller
yaitu dengan cara memberikan “cocok untuk dijual kembali,
tinggal tempel stiker”. Namun, mekanisme ini juga
memberikan celah bagi peredaran produk tanpa izin edar yang
sesuai dengan badan pengawas obat dan makanan (BPOM),
terutama jika pihak pertama yang menjualkan produk hair
pwoder tersebut seperti pada aplikasi Shopee. Pada
pengamatan penulis pada e-commerce shopee seringkali
penjual tidak mentantumkan notikasi BPOM yang sesuai
dengan standar keamanan dan kesehatan yang berlaku
tentunya yang dikeluarkan BPOM.

Melihat penjelasan penulis diatas dapat diketahui
bahwa penjualan produk hair powder di aplikasi Shopee dan
barbershop milik Pak Ferry melakukan jual beli produk hair
powder dengan sistem whitelabel dengan produk yang



dilabeli ulang oleh pemilik barbershop. Jenis jual beli dengan
cara melabeli ulang suatu produk ini dapat dipahami sebagai
jenis jual beli sistem whitelabel murni. Karena dapat
diketahui didalam produk yang dijualkan tidak tercantum
label dari pihak pertama, kemudian dijualkan kembali dengan
label meilik sendiri yang dilakukan pihak ketiga yaitu reseller.
Namun dalam praktiknya mereka menjual untuk memenuhi
kebutuhan ~ konsumen  dan  menjawab  tantangan
perkembangan di penataan rambut konsumen.

Di Indonesia hukum yang mengatur jual beli produk
hair powder whitelabel belum jelas, sehingga seringkali akan
merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang dapat
melindungi semua pihak, salah satu undang-undang yang
digunakan ialah peraturan BPOM No0.18 Tahun 2024 dimana
didalamnya ditekankan bahwa:

“pelaku usaha perlu memberikan Penandaan pada
produk kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat informasi paling sedikit: nama Kosmetik;
kemanfaatan atau kegunaan; cara penggunaan; kandungan;
negara produsen; nama dan alamat lengkap pemilik nomor
notifikasi; nomor batch; ukuran, isi, atau berat bersih;
tanggal kedaluwarsa; nomor notifikasi; 2D barcode; dan
peringatan dan/atau perhatian.

Lalu dilanjutkan pada pasal 5 sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut ;

“Selain  mencantumkan identitas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha sebagai pemilik
nomor notifikasi dapat mencantumkan label halal pada
Penandaan. Label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dicantumkan setelah Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor
notifikasi memperoleh sertifikat halal.”

Sedangkan dalam melindungi konsumen jual beli
dapat menggunakan payung pelindung hukum UU
Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Dimana dalam
pasal 4 terdapat hal-hak yang diterima konsumen seperti, hak
kenyamanan, keamanan, hak memilih barang, hak identitas
yang jelas akurat, hak untuk didengarkan pendapat, hak
mendapatkan advokasi, hak diperlakukan secara benar tidak
diskriminatif dan hak lain sebagainya. Hal ini menjadikan
pelaku jual beli sistem whitelabel harus mematuhinya.

Dalam pasal 7F undang-undang konsumen no 8 tahun
1999 juga dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha yang
berbunyi:*

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta
memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan atau jasa yang berlaku

5. Memberi kesempatan kepad konsumen untuk menguji
dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi

! Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen’, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (1999),
hal. 1-19



jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan atau
yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian atas
kerugian akibat penggunaan, pamakaian dan pemanfaatan
barang dan atau jasa yang diperdagangkan

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
apabila barnag dan atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Peraturan mengenai jual beli dengan sistem whitelabel

ini memang belum secara merata tersebar luas kepada para
pelakunay dilapangan. Hal ini juga terjadi di barbershop milik
Pak Ferry. Dari wawancara dengan Pak Ferry selaku owner
mengatakan bahwa dia belum secara rinci mengetahui
bagaimana peraturan perundang-undangan Yyang dapat
dijadikan pedoman dalam melakukan jual beli dengan sistem
whitelabel. Pak Ferry mengkonfirmasi kurangnya pemahan
tentang peraturan yang berlaku dengan pernyataan beliau
sebagai berikut:

“saya belum tahu si mas, tapi produk hair powdernya
memang belum ada label BPOMnya, soalnya biasanya
produknya ditawarin ke konsumen barbershop sini aja”
Meskipun pemahaman para pelaku usaha terhadap

peraturan yang berlaku mengenai praktik jual beli whitelabel
masih tergolong minim, namun dalam praktiknya Pak Ferry
telah melakukan prinsip-prinsip dalam perlindungan
konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik white
label yang diterapkan di barbershop miliknya merupakan
strategi bisnis untuk menjawab dinamika pasar modern dan



memenuhi kebutuhan pelanggan tetapnya terhadap produk
hair powder yang terjangkau dan mudah diakses. Namun
demikian, praktik jual beli produk hair powder white label
yang dilakukan Pak Ferry belum sepenuhnya sejalan dengan
ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024
tentang Pengawasan Kosmetik, terutama terkait kewajiban
registrasi produk kosmetik sebelum diedarkan ke masyarakat.
Dalam regulasi tersebut, setiap produk kosmetik yang
diedarkan, baik produksi sendiri maupun repackaging seperti
white label, wajib mendapatkan notifikasi BPOM sebagai
bentuk pengawasan keamanan, mutu, dan manfaat produk
yang ditujukan kepada konsumen.?

Ketiadaan notifikasi BPOM terhadap produk hair powder
yang dijual di barbershop Pak Ferry dapat menimbulkan
risiko hukum dan kerugian konsumen, karena tidak ada
jaminan resmi mengenai keamanan bahan yang terkandung
dalam produk tersebut. Selain itu, kondisi ini juga melanggar
asas transparansi informasi yang menjadi salah satu hak
konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf ¢ UU Perlindungan
Konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
Dengan demikian, sangat penting agar Pak Ferry sebagai
pelaku usaha mendaftarkan produk hair powder white label-
nya melalui sistem notifikasi BPOM
seperti(https://notifkos.pom.go.id). Tindakan ini tidak hanya
memperkuat legalitas usaha, tetapi juga menunjukkan

2 Jurnal Ilmu Hukum, ‘Evaluasi strategi badan pengawas obat dan
makanan(BPOM) dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik’, 2.3
(2025), hal. 23.



komitmen terhadap perlindungan  konsumen, serta
menghindarkan pelaku usaha dari potensi sanksi administratif
maupun pidana sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Tinjauan Hukum IslamTerhadap Jual Beli Produk Hair
powder Whitelabel

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi
manusia yang membantu manusia dalam memenuhi berbagai
kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena manusia
merupakan makhluk sosial yang sifathya sangat tidak
menentu dan tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya
sendiri. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga yaitu
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan
tersier.

Berdasarkan uraian sebelumnya, memang banyak
ditemukan produk yang dijual ulang dengan keadaan barang
tanpa identitas produk. Seperti halnya yang terjadi di Shopee
atau barbershop yang mana terdapat produk hair powder yang
ditemukan belum mencamtunkan identitas produk yang
dijualnya. Sehingga konsumen seringkali tidak mengetahui
secara jelas terbuat dari apa saja produk hair powder yang
akan dibelinya serta baik atau buruk apabila setelah
digunakan oleh konsumen.

Secara umum mencantumkan identitas produk dan
kandungan bahan pada suatu produk merupakan salah satu hal
yang perlu dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan
menghindari kemafsadatan pada praktik jual beli, terutama
pada praktik jual beli produk hair powder. Kemaslahatan



dalam hal ini untuk para pengguna terutama konsumen agar
terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu produk yang
dikonsumsinya tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi
tubuh ataupun rambut pengguna, hal tersebut dapat merusak
salah satu dharuriyat khamsah yaitu menjaga jiwa (hifdzul
nash).

Praktik jual beli perlu memperhatikan prinsip-prinsip
jual beli seperti Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi
jual beli diwujudkan melalui penyampaian informasi yang
objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh mengenai barang
atau jasa yang ditawarkan. Konsekuensi dari penerapan
prinsip ini adalah larangan terhadap segala bentuk penipuan,
baik yang dilakukan secara lisan maupun perbuatan. Adapun
Prinsip kemanfaatan dengan kegiatan jual beli seharusnya
memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam
transaksi. Manfaat tersebut dapat berasal dari barang atau
objek yang diperjualbelikan, maupun dari hasil keseluruhan
proses jual beli itu sendiri. Dengan demikian, barang yang
menjadi  objek transaksi harus memberikan nilai
kemaslahatan bagi manusia, bukan sebaliknya justru
menimbulkan kerusakan.

Dalam praktik jual beli whitelabel, penjual memiliki
kewajiban untuk memberikan informasi sebenar-benarnya
mengenai barang yang dijualkan dan tidak memberikan
informasi yang menyesatkan, terutama apabila terdapat cacat
pada barang tersebut. Dalam konteks produk hair powder
yang dijual, produsen wajib mencantumkan keterangan
mengenai kandungan bahan pada label maupun deskripsi.
Apabila keterangan tersebut tidak tersedia secara umum,



seperti di Shopee dan Barbershop. Namun, dalam praktiknya
belum terdapat keterangan kandungan bahan pada produk
hair powder yang dijual di Shopee dan Barbershop Kota,
sehingga menghalangi atau berkurangnya identitas penting
yang dibutuhkan konsumen sehingga dapat menimbulkan
kerugian kepada konsumen.

Dalam jual beli dijelaskan bahwa setiap transaksi jual
beli harus dilakukan secara adil, sah, dan transparan, tanpa
unsur kecurangan. Ketidakjelasan informasi yang dilakukan
pada produk hair powder termasuk kategori gharar yang
dalam praktiknya dilarang karena dapat merugikan
konsumen, sebagaimana dijelaskan pada penjualan produk
hair powder di platform Shopee ketika produsen belum
mencantumkan identitas dan kandungan bahan pada produk.
Selain itu praktik tersebut juga berpotensi unsur tadlis atau
dapat dikatakan apabila informasi belum didapatkan
konsumen dapat menimbulkan unsur penipuan, karena
mereka belum memberikan informasi dan kondisi sebenarnya
sehingga konsumen mengira produk itu aman, halal, atau
berkualitas, padahal mereka sendiri belum mengetahui.
Praktik ini merupakan tindakan tidak jujur, praktik semacam
ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran pada
muamalah.

Praktik jual beli yang terjadi di masyarakat, khususnya
dalam penjualan minyak rambut tanpa identitas produk yang
jelas, menunjukkan adanya indikasi unsur gharar
(ketidakjelasan) dalam transaksi. Salah satu bentuk gharar
yang ditemukan adalah ketika produk minyak rambut dijual
kembali oleh pihak reseller tanpa mengetahui secara pasti



kandungan bahan, tanggal kedaluwarsa, dan keamanannya
bagi  konsumen.  Ketidakjelasan ini  menimbulkan
ketidakpastian terhadap manfaat dan risiko penggunaan
produk tersebut, yang dapat merugikan pihak pembeli.

Para penjual atau reseller, seperti yang terjadi dalam
studi kasus penjualan produk hair powder secara whitelabel,
melakukan penjualan produk tanpa informasi lengkap karena
mereka sendiri belum memperoleh informasi tersebut dari
produsen. Hal ini tentu menimbulkan risiko yang tidak pasti,
baik dari sisi hukum maupun dari sisi kesehatan konsumen.
Ketika penjual belum dapat memastikan kandungan dan
keamanan produk, namun tetap menjualnya ke publik, maka
transaksi ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam
Islam, karena berpotensi menzalimi pihak pembeli yang
belum mengetahui secara jelas produk yang dibelinya.
Menurut penulis, risiko terkait isi dan keamanan produk
merupakan tanggung jawab penjual dan tidak boleh
dibebankan kepada konsumen. Dalam Islam, prinsip keadilan
dan larangan menzalimi pihak lain menjadi landasan penting
dalam pelaksanaan akad jual beli. Maka, menjual produk
tanpa informasi yang memadai termasuk tindakan yang
bertentangan dengan prinsip muamalah yang sehat.

Apabila dalam proses jual beli tersebut informasi
tentang produk telah dijelaskan secara transparan, baik
mengenai kandungan, manfaat, maupun risiko penggunaan,
maka transaksi tersebut tetap sah dan diperbolehkan menurut
hukum Islam. Selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi
yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan,
dan ijab gabul serta tidak mengandung unsur penipuan atau



ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, maka jual
beli tetap dibenarkan. Adapun dalam praktik yang ditemukan
di lapangan, yaitu penjualan produk hair powder secara
whitelabel tanpa label resmi dan tanpa informasi produk,
meskipun secara bentuk menyerupai transaksi jual beli biasa,
namun belum memenuhi aspek transparansi dan kejelasan
yang menjadi syarat sah jual beli dalam hukum Islam. Dengan
demikian, jual beli seperti ini dapat dikategorikan sebagai
gharar dan tidak dibenarkan secara syar'i karena
mengandung ketidakpastian dan potensi bahaya bagi
konsumen.

Transaksi yang melibatkan pembelian produk hair
powder yang belum mencantumkan bahan di Shopee dan
barbershop dapat digolongkan sebagai pembelian fasid. Jual
beli fasid merupakan transaksi yang pada prinsipnya
melanggar syariah namun, terdapat suatu kondisi atau unsur
yang menghalangi pelaksanaannya secara murni. Dalam hal
ini, ketidakjelasan dalam ma'qud ‘alaih (objek jual beli)
merupakan bahan-bahan yang termasuk dalam produk belum
dijelaskan dengan benar. Hal ini berpotensi untuk
meningkatkan kesehatan konsumen jika produk tersebut
mengandung zat dalam bentuk sintetis pewarna, buatan
pemanis, atau pengawet bahan. Karena itu, akad jual beli
produk hairpwoder whitelabel ini tanpa informasi kandungan
bahan dianggap fasid. Dengan kata lain, secara hukum sah
dan tidak membahas akad, tetapi tidak dibenarkan karena
mengandung unsur ketidakjelasan yang mungkin dapat
terjadi.



Pelaku usaha atau reseller yang secara sengaja menjual
produk hair powder whitelabel dengan merek sendiri tanpa
mencantumkan informasi yang benar dan lengkap mengenai
kandungan produk, serta dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan lebih dari ketidaktahuan konsumen, maka hal
tersebut tergolong sebagai bentuk tadlis. Penipuan dalam
informasi produk ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan
dalam akad, karena pembeli tidak mengetahui secara pasti apa
yang mereka gunakan, khususnya apabila produk tidak
terdaftar di BPOM dan belum melalui uji keamanan.

Reseller menjual produk tersebut berdasarkan
kebiasaan umum (misalnya karena praktik whitelabel sudah
menjadi hal yang lazim di kalangan pelaku usaha kosmetik
atau barbershop), dan terdapat keridhaan dari konsumen yang
memahami kondisi produk tersebut, maka praktik tersebut
dapat dipandang sebagai bagian dari ‘urfatau kebiasaan lokal.
Meski demikian, kebiasaan ‘urf tersebut tidak dapat
dibenarkan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
muamalah seperti keterbukaan, kejujuran, dan perlindungan
terhadap hak-hak konsumen. Oleh karena itu, kebiasaan
menjual produk tanpa label atau informasi yang jelas tetap
harus dikaji secara kritis dan tidak dapat dijadikan alasan
untuk mengabaikan unsur keamanan dan kehalalan produk,
terutama dalam sektor yang menyentuh aspek kesehatan dan
kebersihan tubuh.

Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fighiyah:
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Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan hukum, selama tidak
bertentangan dengan syariat.”

Pada kaidah diatas jual beli produk hair powder
dengan model whitelabel yaitu pada penjualan produk belum
memiliki informasi yang jelas dan niat tersembunyi untuk
mencari keuntungan dari ketidaktahuan konsumen adalah
bentuk tadlis yang dilarang dalam Islam. Praktik tersebut
bertentangan dengan asas transparansi dan tanggung jawab
dalam transaksi, serta dapat menimbulkan mudarat bagi
konsumen.®

Dalam praktik jual beli produk hair powder
whitelabel, terkadang konsumen tidak mengalami keluhan
apa pun setelah menggunakan produk tersebut. Dalam situasi
seperti ini, pada perspektif niat penjual dan keridhaan kedua
belah pihak. Apabila konsumen membeli produk dalam
keadaan mengetahui bahwa produk tersebut tidak berlabel
resmi, dan tetap ridha serta tidak mengalami kerugian atau
dampak negatif, maka transaksi tersebut tidak otomatis
dianggap mengandung unsur tadlis. Hal ini sejalan dengan
prinsip muamalah dalam Islam yang mengutamakan
keridhaan dan kejujuran dalam jual beli. Begitupun pada
praktik jual beli produk white label juga perlu memperhatikan
hak-hak konsumen dalam hukum islam diantaranya:*

1. Prinsip Kepercayaan dan Keadilan
2. Hak atas Informasi yang Benar

8 Maluku Utara, ‘Kaidah Al- ¢ Adatu Muhakkamah : Konsep ,
Aplikasi , Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer’, no. 02
(2024), hal. 6.

4 Junaidi Abdillah and I, llmu Figih Pemasaran; hal 48,



Hak atas Pemilihan
Hak atas Kualitas
Hak atas Keadilan
Hak atas Pelayanan yang Baik
7. Hak atas Ganti Rugi

Hukum Islam, transaksi dianggap sah dan bebas dari
unsur penipuan jika memenuhi dua syarat utama yaitu adanya
kejujuran dan keterbukaan informasi dalam akad, tercapainya
keridhaan antara kedua belah pihak berdasarkan informasi
yang benar. Jika kedua hal ini terpenuhi dan konsumen
memang tidak mengalami keluhan atau kerugian, maka jual
beli tersebut boleh dan sah secara syar’i. Akan tetapi, jika
terdapat unsur penyembunyian informasi, maka transaksi

o 0~ w

tersebut tetap berpotensi mengandung unsur tadlis, meskipun
tidak langsung menimbulkan kerugian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari seluruh pembahasan yang sudah dibahas dan
dianalisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
akhir tentang praktik jual beli produk hair powder whitelabel
yaitu :

1. Praktik jual beli produk hair powder yang dilakukan di
barbershop milik Pak Ferry selaku reseller merupakan
bentuk perdagangan di era digital. la membeli produk dari
platform Shopee, lalu memasarkannya kembali dengan
menggunakan merek miliknya sendiri. Dalam praktik ini,
Pak Ferry tidak terlibat langsung dalam proses produksi.
Praktik semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024
tentang Penandaan Kosmetika, yang secara tegas
mewajibkan setiap pelaku usaha mencantumkan label
berisi informasi lengkap pada produk kosmetik. Selain itu,
tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan
Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan
pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai barang dan/atau jasa, serta penjelasan
mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan
sistem white label menunjukkan bahwa praktik ini
mengandung cacat hukum (fasid). Hal ini disebabkan



karena produk yang dijual kembali belum memiliki
kejelasan mengenai kandungan serta izin edar dari BPOM.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan unsur gharar dan
tadlis. Konsumen tidak memperoleh informasi yang utuh
dan akurat mengenai keamanan produk, sehingga
berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, ketika
penjual mencantumkan label kemasan dengan mereknya
sendiri. Meskipun secara lahiriah akad jual beli ini telah
memenuhi rukun yakni adanya penjual, pembeli, objek
yang diperjualbelikan, serta ijab dan gabul namun karena
adanya unsur ketidakjelasan, maka akad ini tergolong
fasid menurut hukum Islam.

B. Saran
Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini
dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis
menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Para Pelaku Usaha yang Menjual Produk Whitelabel,
ketika melakukan praktik penjualan produk disarankan
agar lebih memperhatikan kandungan produk dan
peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan
keamanan produk dan izin edar sebagaimana diatur dalam
Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024. Hal ini penting
agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga melindungi hak konsumen serta
dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan apabila
terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Sebelum
melakukan pelabelan dan penjualan ulang, pelaku usaha
juga sebaiknya memastikan secara langsung keamanan



dan kandungan produk yang dijual, guna menghindari
kesalahan informasi dan keluhan dari konsumen.

Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Penjualan
Produk Kosmetik, diharapkan tetap berpedoman pada
prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti kejujuran
(sidq), keterbukaan(bayan), dan larangan menipu(gharar).
Dengan demikian, praktik jual beli yang dilakukan tidak
termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang dalam
syariah, serta menciptakan keadilan dan keberkahan dalam
aktivitas muamalah.

Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang
lebih rinci berkenaan dengan praktik jual beli whitelabel.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : pedoman wawancara

Wawancara kepada Pak Ferry pemilik Barbershop , sekaligus
penjual produk hair powder.

1.

Apakah bapak mengetahui mengenai produk hair
powder?

Menurut bapak, Biasanya produk hair powder ini
untuk apa?

Bagaimana bapak mengetahui dan mulai menjual
produk hair powder ini?

Bagaimana sistem pembelian produk dari supplieer
atau produsen?

Apakah pada saat membeli produk hair powder
tercantum label identitas dari produsen?

Menurut bapak biasanya ada apa saja label didalam
produk hair powder?

Menurut bapak apakah penting label identitas,
kandungan pada produk yang dijual di barbershop?



PRODUK HAIR POWDER DI E-COMMERCE

&~ | hair powder white label
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Dibuat dari bahan-bahan alami dan aman, hair powder
ini diformulasikan dengan cermat untuk menyerap
kelebihan minyak, menjadikannya alternatif yang luar
biasa untuk sampo kering bagi hari-hari antara cuci
Formulanya yang unik dan bebas residu memastikan
rambut Anda tetap bersih, segar, dan penuh
kehidupan, tanpa bekas putih atau penumpukan yang
berat.

Gunakan Hair powder by Phawor

- Rambut terasa ringan

- Kuat hingga seharian ( 24 JAM)

- Rambut Menjadi mudah di atur dan di tata
- Rambut terasa lebih harum dan wangi

- Pemakaian mudah dan gak ribet

- Cocok untuk kamu yang aktif

- Mudah di bawa kemana mana

Cocok digunakan oleh kamu yang memiliki rambut
sedang dan tipis.

Cara Pemakaian:
1. Pastikan rambut dalam keadaan kering

2. Taburkan Pahwor Hair Powder pada rambutmu
secukupnya.

3. Ratakan Dengan tangan dan atur sesuai dengar —
gaya kesukaanmu.

Beli Sekarang

Lampiran 1 : Produk Hair powder di E-commerce(Shopee)



DOKUMENTASI DENGAN RESELLER

Lampiran 2 : Dokumentasi dengan Pak Ferry dan Produk
Hair powder



PERATURAN BPOM NO.18 TAHUN 2024

PENJELASAN PUBLIK Nomor
HM.01.1.2.02.25.73 Tanggal 19
Februari 2025 Tentang Hasil
Pengawasan dan Tindak Lanjut

BPOM Terhadap Isu Relabelling
Kosmetik

21-02-2025 @ Dilihat 14689 kali 22 Biro Kerja
d;\ Sama dan Hubungan Masyarakat

PENJELASAN PUBLIK
Nomor HM.01.1.2.02.25.73 Tanggal 19 Februari
2025
Tentang
Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut BPOM
Terhadap Isu Relabelling Kosmetik

Sehubungan dengan beredarnya isu di media
sosial yang menyebutkan adanya peredaran
kosmetik yang dilakukan pelabelan ulang
(relabelling), BPOM memberikan penjelasan
sebagai berikut:

1. BPOM telah melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap sarana ysaha
dan pihak-pihak terkait yang
melakukan pelanggaran pelabelars iarmy.

fomlaleallic o\ Lommcnaail.

W

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TEN
PENANDAAN, wmwm DAN IKLAN KOSMETIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 425 ayat (2)
Peraturan  Peme;

17 Tahun 2023 tentang Keschat
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Penandaan, Promosi, dan lklan Kosmetik;

Mengingat  :1. UndangUndang Nomor 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan _Pelaksanaan _Undang-Undang N

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambann

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Repu
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubaban atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629

entang

2
MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran 3 : Regulasi PerBPOM NO.18 Tahun 2024 tentang
Penandaan,Promosi, dan Iklan Kosmetik
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& Dokumen (2) Va

Menimbang

"

. bahwa pembangunan

@

srcsioen
AEPUEL POONCSA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

nasional bertujuan untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang

merata materill dan spiritual dalam era demokrasi
Pancasia

Dasar 1945;
bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era

mendapatkan kepastian ata
don/atau jasa ynne w dan amwn tanpa
mengakibatkan ke

wny-...
mommnmmmm-up
yjamin peningkatan masyarakat serta
mmmw:wumnmm
dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; 4. bohwa
muuwlmmlwwm
perku meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
kepedulian, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya serta
kembangkan skap petaku usaha yang
bertanggung

hukum
konsumen di Indonesia belum memadai;

unukmwm)ud kesembangan pertndungan
kmmuwm»muﬁm
l-mw-

21.17 Wi

& Dok..(2) - Menyimpa...

@ @35H

& i

d. m&uwmnmm

jungan konsumen secara

secara patut

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang kan;
b.hak untuk mendapat perfindungan hukum dari indakan
konsumen yang beritikad tidak baik:

c.hak untuk melakukan pembelaan di upnmy.«
dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen:
d. mmmumm-uhmmnm
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
diperdagangkan;

barang dan/atau jasa yang.

k)

ingan lainnya.
Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adaiah

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-unda

. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan;

c mmmn Wmmummm

dan jujur serta tidak diskriminal

d nmmmmuuwmp-mmp-m

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

©. memberi keser

kepada konsumen untuk mengu

mpatan
mmmmwmwmmm
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang
dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

ganti
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

‘dimantaatkan tdak

ganti
apabila barang dan/atau jasa yang dierima atau
sesuai dengan perjanjian.

Lampiran 4 : Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri
Nama : Muchammad Fagih Yakhsyallah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 8 Mei 2003
Jenis Kelamin - Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : JI. Pamularsih Buntu No.10B
Semarang Barat
E-mail : muchammadfaqih170@gmail.com
B. Riwayat Pendidikan:
a. MI Gebanganom (2010-2016)
b. MTs AL Asror (2016-2018)
c. MA AL Asror (2018-2020)

C. Pengalaman Organisasi:
1. Magang di Walisongo Halal Center 2024
2. Magang di Pengadilan Agama Kendal 2024
3. Magang di Pengadilan Negeri Kendal 2024

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2025

Muchammad Fagih Yakhsyallah



